
/

"^

o

_

WALIKOTA B AN J ARM ASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 100 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN

PENANAMAN MODAL KOTA BANJARMASIN

Menimbang:

Mengingat

WALIKOTA BANJARMASIN,

bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi,
efektifitas, transparansi dan akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
masyarakat, maka perlu ditetapkan penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan (SOP AP);

bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada
huruf a konsiderans ini perlu menetapkan dengan
Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

pada Badan Pelayanan Perizinan terpadu dan
Penanaman Modal Kota Banjarmasin;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4724);
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4614, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5659);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Kasabbag. PeramUngan Kabig.Hnkum
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012

tentang Petunjuk Pelaksana Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5357);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76

Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97

Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah yang telah diubah dengan Peraturan11
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun
2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun

2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2012
Nomor 649) ;

16. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);
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Menetapkan

17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7

Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Daerah Tahun 2009 Nomor 14)sebagaimana telah

diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota

Banjarmasin Nomor 17 tahun 2013 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota

Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang

Kewenangan Satu Pintu Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2013
Nomor 17) ;

18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28

Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28,

Tambahan Lembaran Daerah Kota banjarmasin
Nomor 23) sebagaiman telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota

Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor

28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2014 Nomor 25);

19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10

Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanaman
Modal (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2013 Nomor 39);

20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3
Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN PADA BADAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

KOTA BANJARMASIN.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
b. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarmasin beserta Perangkat

Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
c. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
d. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin.
e. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang

selanjutnya disebut BP2TPM, adalah unsur perangkat daerah yaitu
Badan yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk
pelayanan perizinan di daerah dengan sistem satu pintu.

f. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Kepala Badan berdasarkan
peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti
legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan
hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

g. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh
pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas
fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

i. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kegiatan
penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap
permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu
tempat.

j. Pelayanan Administrasi adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai
bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan publik.

k. Standar Operasional Prosedur adalah rangkaian instruksi tertulis yang
dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas
organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh
siapa dilakukan.

1. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang
selanjutnya disingkat SOP AP adalah standar operasional prosedur dari
berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

m. Standar Operasional Prosedur Administratif yang selanjutnya disingkat
SOP Administratif adalah prosedur standar yang bersifat umum dan
tidak rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang
aparatur atau pelaksana dengan lebih dari satu peran atau jabatan.

n. Standar Operasional Prosedur Teknis yang selanjutnya dingkat SOP
Teknis adalah prosedur standar yang sangat rinci dari,kegiatan yang
dilakukan oleg satu orang aparatur atau pelaksana dengan satu peran
atau jabatan.

o. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan

Penanaman Modal (BP2TPM) Kota Banjarmasin.

p. Kepala Bagian Tata Usaha selanjutnya disingkat Kabag TU adalah
Kabag TU BP2TPM Kota Banjarmasin.

q. Kabid adalah Kepala Bidang pada BP2TPM Kota Banjarmasin.
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r. Costumer Service yang selanjutnya disingkat CS adalah Costumer
Service pada BP2TPM Kota Banjarmasin.

s. Front Office yang disingkat FO adalah Front Office pada BP2TPM Kota
Banjarmasin.

t. Tata Usaha yang disingkat TU adalah Tata Usaha pada BP2TPM Kota
Banjarmasin.

u. Tim Teknis adalah Tim Teknis pada BP2TPM Kota Banjarmasin.
v. Penyesuaian dan perubahan adalah tindakan melakukan perbaikan

terhadap SOP yang ditetapkan atau membuat SOP baru.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan (SOP AP) pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal Kota Banjarmasin adalah untuk mengidentifikasi,

merumuskan, menyusun, memonitor, mengevaluasi serta mengembangkan
mekanisme tata laksana dalam pengambilan keputusan dan /atau

tindakan oleh Badan dan/atau pejabat BP2TPM sebagai acuan dalam
pelaksanaan tugas, fungsi dan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik

di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM)
Kota Banjarmasin.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur pada Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarmasin
adalah agar tugas Badan dan/atau Pejabat Pelayanan Perizinan Terpadu

dan Penanaman Modal ( BP2TPM) Kota Banjarmasin dapat diselenggarakan
secara terukur, akuntabel, efektif, dan efisien dalam rangka melaksanakan

fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan
perlindungan.

Pasal 4

Manfaat Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
(SOP- AP) adalah :

a.

b.

c.

sebagai ukuran standar kinerja pegawai dalam menyelesaikan,

memperbaiki serta mengevaluasi pekerjaan yang menjadi tugas.

mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan
seorang pegawai dalam melakukan tugas.
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung

jawab individu pegawai dan organisasi secara keseluruhan.

Kmibbag. Pernndanpn
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d. membantu aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung dari
intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan
pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari.

e. meningkatkan akuntabilitas pelaksaaan tugas.
f. menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur

cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi
usaha yang akan dilakukan.

g. memastikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang yang
harus dikuasi oleh pegawai dalam melaksanakan tugas.

BAB III

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 5

(1) Badan dan/atau Pejabat Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal
Kota Banjarmasin wajib menyusun dan melaksanakan pedoman
umum Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

(2) Pedoman Umum Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan wajib diumumkan kepada masyarakat oleh Badan
dan/atau Pejabat Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
(BP2TPM) Kota Banjarmasin melalui media elektronik (web, e-mail) dan
melalui kegiatan tatap muka langsung/sosialisasi;

Pasal 6

Standar Operasional Prosedur pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kota Banjarmasin memuat:

a. Dasar Hukum;

b. Persyaratan;

c. Mekanisme;

d. Waktu Penyelesaian Izin

BAB IV

PEMERIKSAAN DOKUMEN

Pasal 7

(1) Badan dan/atau Pejabat Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
(BP2TPM) Kota Banjarmasin, sebelum menetapkan keputusan dan/atau
tindakan harus memeriksa dokumen dan kelengkapan Adminitrasi

Pemerintahan dari pemohon;
(2) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan keputusan

dan/atau Tindakan yang diajukan dan telah memenuhi persyaratan, Badan
dan/atau Pejabat Pelayanan Perizinan dan Terpadu dan Penanaman Modal
(BP2TPM) Kota Banjarmasin wajib memberitahukan kepada pemohon,

permohonan diterima;

Kawbbag.Pcnindangan I Kabag. Unlearn " Kepala SK
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(3) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan keputusan
dan/atau Tindakan yang diajukan dan tidak memenuhi persyaratan, Badan
dan/atau Pejabat Pelayanan Perizinan dan Terpadu dan Penanaman Modal
(BP2TPM) Kota Banjarmasin wajib memberitahukan kepada pemohon,
permohonan diterima .

BAB V

BAGAN ATAU ALUR PROSES

Pasal 8

Prosedur pelayanan perizinan dilakukan dengan membuat bagan atau alur
proses, yang menggambarkan langkah operasional alur proses dalam
bentuk gambar / simbol bagan/alur Standar Operasional Prosedur
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

Pasal 9

(1) Penyelenggan memberikan akses untuk partisipasi masyarakat
menyampaikan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan yang tidak

sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;
(2) Penyelengara berkewajiban menindaklanjuti aduan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1);
(3) Penyelesaian pengaduan pelayanan publik (perizinan dan non perizinan

diatur tersendiri dengan Peraturan Kepala Badan pelayanan Perizinan
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarmasin.

BAB VII

PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN

Pasal 10

Standar Operasional Prosedur pada peraturan ini dapat dilakukan
penyesuaian dan perubahan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan
dinamika pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarmasin.

Kaaubbag. Pernndangan
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Pasal 11

Standar Operasional Prosedur yang telah dilakukan penyesuaian dan
perubahan dapat diberlakukan setelah mendapat pengesahan Walikota
Banjarmasin.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota
Banjarmasin Nomor 58 Tahun 2014 Perubahan atas Peraturan Walikota

Banjarmasin Nomor 50 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur
(SOP) pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Kota Banjarmasin dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal 15 Desember 2016

WALIKOTA BANJARMASIN, •

Diundangkan di Banjarmasin

pada tanggal 16 Desember 2016

*^~SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. HAMLI KURSANI

IBNU SINAA

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR 100

Kwubbag. Perundangan Kabkg. II>. KcpataSKPD
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LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR TAHUN 2016

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA

BADAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

KOTA BANJARMASIN

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BADAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

KOTA BANJARMASIN

BEDANG PERIZINAN JASA USAHA

DASAR HUKUM:

Undang-Undang No.28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah

2. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7
Tahun 2009 tentang Kewenangan dan
Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu Kota Banjarmasin

3. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor
22 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan
Tata Cara Untuk Mendapatkan Surat
Keterangan Tempat Usaha di Kota
Banjarmasin.

KETERKAITAN:

PERINGATAN:

Apabila tahapan SOP tidak dilaksanakan
dengan baik, maka akan berdampak pada
waktu penyelesaian.

4

NOMOR SOP : SOP-001/BP2TPM

TGL.

PEMBUATAN
JUNI2016

TGL. REVISI

TGL.

EFEKTIF

WALIKOTA BANJARMASIN

DISAHKAN

OLEH
TTD

IBNUSINA

NAMA SOP

Surat Keterangan Tempat

Usaha (SKTU)

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Minimal SMA / Sederajat
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku
3. Mampu mengoperasikan komputer
4. Mampu bekerja sama dalam Tim
5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan

SOP

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. Meja Kursi Petugas
4. Lemari Arsip

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai data elektronik dan
diarsipkan.

Dokumentasi SKTU yang dikeluarkan.

fr



surat! iterangan tempat usaha(w .;tu)

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan

Pemohon cs FO Tim

Teknis

Kabid Kaban TU Kelengkapan Waktu Output

1. Mencari informasi SKTU

^
Informasi

SKTU

Biaya Rp. 0,-

2. Memberi informasi dan persyaratan SKTU ir Informasi SKTU 20 menit Informasi SKTU

dan persyaratan
Waktu maksimal

3 hari kerja
apabila
persyaratan

lengkap dan
benar

3. Mengajukan permohonan SKTU •
Informasi SKTU

dan persyaratan

30 menit Berkas

permohonanm •

4. Menerimadan memeriksa permohonan dan
persyaratan, apabila adakesalahan/tidak lengkap
maka berkas dikembalikan ke pemohon untuk
dilengkapi. Untuk yanglengkapmaka FO menginput
data ke komputer (pemohon diberi resi penerimaan
berkas)kemudian berkas diserahkanpadaTimTeknis.

JL

Berkas

permohonan

20 menit Berkas

pencatatan dan
Resi

Tidak
Ya

5. Memverifikasiberkas apabila sudah benar dan
lengkap, memproses draft SKTU untukditeruskan

Tidak \ L, Berkas

pencatatan dan
Resi

lhari Penomoran dan

draft SKTU

r
Ya

6. Mengoreksi apabila adakesalahan dikembalikan pada
TimTeknis untuk diperbaiki dan apabila benar
memaraf draft SKTU dan meneruskan ke Kaban untuk

Penomoran dan

draft SKTU

lhari Nomor dan draft

SKTUyg sudah
diparaf

Tidak Ya

7. Menandatangani SKTU dan meneruskan ke TUuntuk
diserahkan ke pemohon

\t Nomor dan draft

SKTU yg sudah
diparaf

0,5 hari SKTU yang
ditandatangani
Kaban

8. Menyerahkan SKTU kePemohon, menerima resi dan
mengarsipkan • •

SKTU yang
ditandatangani
Kaban

15 menit Resi

pengambilan
SKTU dan

PenearsiDan

9. Menerima SKTU setelah menyerahkan Resi ke petugas

TU lb
SKTU 10 menit SKTU diterima

pemohon

Kajubbag. Pernndingan Kibig.Hukum Kepsls SKPD
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PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BADAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

KOTA BANJARMASIN

BIDANG PERIZINAN JASA USAHA

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang No.28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah

2. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan

Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7
Tahun 2009 tentang Kewenangan dan
Tata Kelola Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin

3. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor
22 Tahun 2009 tentang Tata Cara
Permohonan dan Persyaratan
Mendapatkan Surat Izin Peneijemah.

KETERKAITAN:

PERINGATAN:

Apabila tahapan SOP tidak dilaksanakan
dengan baik, maka akan berdampak pada
waktu penyelesaian.

NOMOR SOP : SOP-002/BP2TPM
TGL.

PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL.

EFEKTIF

JUNI 2016

r

WALIKOTA BANJARMASIN

DISAHKAN

OLEH
TTD

IBNU SINA

NAMA SOP Izin Peneijemah

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Minimal SMA / Sederajat
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku
3. Mampu mengoperasikan komputer
4. Mampu bekerja sama dalam Tim
5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan

SOP

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. Meja Kursi Petugas
4. Lemari Arsip

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai data elektronik dan
diarsipkan.

Dokumentasi Izin Peneijemah yang dikeluarkan.

Kawbbig. Pernndangin Kabig.Hikum :. .. .•; ••
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( IZIN PENERJEMAH '

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan

Pemohon CS FO Kabid PJU Tim

Teknis

Kaban TU Kelengkapan Waktu Output

1. Mencari informasi Izin Penerjemah »
Informasi izin

Penerjemah

Biaya Rp 0,-

2. Memberi informasi dan persyaratan IzinPenerjemah H
Informasi izin

Penerjemah

20 menit Informasi Izin

Penerjemah dan
persyaratan

Waktu maksimal

3 hari kerja
apabila
persyaratan

lengkap dan
benar

3. Mengajukan permohonan Izin Penerjemah "•• Informasi Izin

Penerjemah dan
persyaratan

30 menit Berkas

permohonanm, •

4. Menerimadan memeriksa permohonan dan
persyaratan, apabila adakesalahan/tidak lengkap
maka berkas dikembalikan ke pemohon untuk
dilengkapi. Untuk yang lengkap maka FO menginput
data kekomputer(pemohon diberi resi penerimaan
berkas) kemudian berkas diserahkan pada Tim Teknis.

Tid
4 L

Berkas

permohonan

20 menit Berkas

pencatatan dan
Resi

ak 1 r Ya

5. Memverifikasi berkas apabila sudah benar dan
lengkap, memproses draft Izin Penerjemah untuk
diteruskan keDada Kabid Perizinan lasa Usaha

Tidak JL
Berkas

pencatatan dan
Resi

1 hari Penomoran dan

draft Izin

Penerjemah
^ r

Ya

6. Mengoreksi apabila ada kesalahan dikembalikan pada
Tim Teknis untuk diperbaiki dan apabila benar
memaraf draft IzinPenerjemah dan meneruskan ke

Ti

\f
Penomoran dan

draft Izin

Penerjemah

lhari Nomor dan draft

Izin Penerjemah
yg sudah diparaf

bak

7. Menandatangani Izin Penerjemah dan meneruskan ke
TU untuk diserahkan ke pemohon

ur
Nomor dan draft

Izin Penerjemah
yg sudah diparaf

0,5 hari Izin Penerjemah
yang

ditandatangani

Kaban

8. Menyerahkan Izin Penerjemah ke Pemohon, menerima
resi dan mengarsipkan

\f Izin Penerjemah
yang

ditar datangani
Katun

15 menit Resi

pengambilan
Izin Penerjemah
dan Pengarsipan

9. Menerima Izin Penerjemah setelahmenyerahkan Resi
ke petugas TU ~S

Izin Penerjemah 10 menit Izin Penerjemah
diterima

pemohon

Kwubbag. Perundangan '':•;:. ;:.- : : ••
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PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BADAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

KOTA BANJARMASIN

BIDANG PERIZINAN JASA USAHA

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang No.28
tentang Pajak Daerah
Daerah.

2. Permendag No.39/M-
DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Permendag No.36/M-
DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan
SIUP.

3. Perda Kota Banjarmasin No.06 Tahun
2003 tentang Ketentuan Pemberian
SIUP

KETERKAITAN:

1. SOP Pembuatan SKTU

PERINGATAN:

Tahun 2009

dan Retribusi

Apabila tahapan SOP tidak dilaksanakan
dengan baik, maka akan berdampak pada
waktu penyelesaian.

NOMOR SOP : SOP-003/BP2TPM

TGL.

PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL.

EFEKTIF

DISAHKAN

OLEH

NAMA SOP

JUNI2016

WALIKOTA BANJARMASIN

TTD

IBNU SINA

Surat Izin Usaha Perdagangan

: (SIUP)
KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Minimal SMA / Sederajat
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku
3. Mampu mengoperasikan komputer
4. Mampu bekerja sama dalam Tim
5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan

SOP

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. Meja Kursi Petugas
4. Lemari Arsip

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai data elektronik dan
diarsipkan.

Dokumentasi SIUP yang dikeluarkan.

Kunbl>ag.PcnuHUnflM Kibig.Hakom

4 A
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SURA ZIN USAHA PERDAGANGAN (sL<*)

No. Kegiatan Pelaksana MutuBaku Keterangan
Pemohon CS FO Kabid PJU Tim

Teknis

Kaban TU Kelengkapan Waktu Output

1. Mencari informasi SIUP

^
Informasi SIUP Biaya Rp 0,-

2. Memberi informasi dan persyaratan SIUP dm Informasi SIUP 20 menit Informasi SIUP

dan persyaratan
Waktu maksimal

3 hari kerja
apabila
persyaratan

lengkap dan
benar

••
3. Mengajukan permohonan SIUP Informasi SIUP

dan persyaratan

20 menit Berkas

permohonan_•»
4. Menerimadan memeriksa permohonan dan

persyaratan,apabila ada kesalahan/tidak lengkap
maka berkas dikembalikan ke pemohon untuk
dilengkapi. Untukyang lengkap maka FO menginput
data ke komputer (pemohon diberi resi penerimaan
berkas)kemudian berkas diserahkanpadaTimTeknis.

Tid

Berkas

permohonan

20 menit Berkas

pencatatan dan
Resi

ak
Ya

5. Memverifikasiberkas apabila sudah benar dan
lengkap, memproses draft SIUP untukditeruskan
kepada Kabid Perizinan Jasa Usaha

Tidak v Berkas

pencatatan dan
Resi

lhari Penomoran dan

draft SIUPYa

6. Mengoreksi apabila ada kesalahan dikembalikan pada
TimTeknis untuk diperbaiki dan apabila benar
memaraf draft SIUP dan meneruskan ke Kaban untuk

Ti

V
Penomoran dan

draft SIUP

lhari Nomor dan draft

SIUPyg sudah
diparaf

dak

7. Menandatangani SIUP dan meneruskan ke TU untuk
diserahkan ke pemohon

Nomor dan draft

SIUPyg sudah
diparaf

0,5 hari SIUP yang
ditandatangani
Kaban

8. Menyerahkan SIUP ke Pemohon,menerima resi dan
mengarsipkan

• •

SIUPyang
ditandatangani
Kaban

15 menit Resi

pengambilan
SIUP dan

Pengarsipan

9. Menerima SIUP setelah menyerahkan Resi ke petugas
TU 1» SIUP 10 menit SIUP diterima

pemohon

Kajubbag. Perucdangan
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PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BADAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

KOTA BANJARMASIN

BIDANG PERIZINAN JASA USAHA

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982
tentang Wajib Daftar Perusahaan.

2. Undang-Undang No.28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

3. Permendag No.37/M-
DAG/PER/9/2007 tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran
Perusahaan

KETERKAITAN:

1. SOP Pembuatan SKTU

2. SOP Pembuatan SIUP

3. SOP Pembuatan IUJK

4. SOP Pembuatan IUMEIK

5. SOP Pembuatan IUI

PERINGATAN:

Apabila tahapan SOP tidak dilaksanakan
dengan baik, maka akan berdampak pada
waktu penyelesaian.

NOMOR SOP : SOP- 004/BP2TPM

TGL.

PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL.

EFEKTIF

DISAHKAN

OLEH

NAMA SOP

JUNI 2016

WALIKOTA BANJARMASIN

TTD

IBNU SINA

Tanda Daftar Perusahaan

1 (TDP)
KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Minimal SMA / Sederajat
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku
3. Mampu mengoperasikan komputer
4. Mampu bekerja sama dalam Tim
5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan

SOP

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. Meja Kursi Petugas
4. Lemari Arsip

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai data elektronik dan
diarsipkan.

Dokumentasi TDP yang dikeluarkan.

Kijubbag. Perm KaDif. Hokum Kepala SKPD

W4 3



TA\ ADAFTAR PERUSAHAAN (TDI^,

No. Kegiatan Pelaksana MutuBaku Keterangan

Pemohon CS FO Kabid PJU Tim

Teknis

Kaban TU Kelengkapan Waktu Output

1. Mencari informasi TDP mm Informasi TDP Biaya Rp 0,-

2. Memberi informasi dan persyaratan TDP 0| Informasi TDP 20 menit Informasi TDP

dan persyaratan

Waktu maksimal

3 hari kerja
apabila
persyaratan

lengkap dan
benar

3. Mengajukan permohonan TDP nil Informasi TDP

dan persyaratan
20 menit Berkas

permohonanu,
4. Menerima dan memeriksa permohonan dan

persyaratan, apabila ada kesalahan/tidak lengkap
maka berkas dikembalikan ke pemohon untuk
dilengkapi. Untukyang lengkap maka FO menginput
data ke komputer (pemohon diberi resi penerimaan
berkas] kemudian berkas diserahkan pada Tim Teknis.

Berkas

permohonan

20 menit Berkas

pencatatan dan
Resi

Tidak lr Ya

5. Memverifikasiberkas apabila sudah benar dan
lengkap,memproses draft TDPuntuk diteruskan
kenada Kabid Perizinan lasa Usaha

Tidak JL Berkas

pencatatan dan
Resi

lhari Penomoran dan

draft TDPpra

6. Mengoreksi apabila ada kesalahan dikembalikan pada
TimTeknis untuk diperbaiki dan apabila benar
memaraf draft TDP dan meneruskan ke Kaban untuk

V
Penomoran dan

draft TDP

lhari Nomor dan draft

TDP yg sudah
diparaf

7. Menandatangani TDPdan meneruskan ke TUuntuk
diserahkan ke pemohon

Nomor dan draft

TDPyg sudah
diparaf

0,5 hari TDP yang
ditandatangani
Kaban

8. Menyerahkan TDP ke Pemohon, menerima resi dan
mengarsipkan

• •

TDP yang
ditandatangani
Kaban

15 menit Resi

pengambilan
TDP dan

PenearsiDan

9. Menerima TDPsetelah menyerahkan Resi ke petugas
TU It TDP 10 menit TDP diterima

pemohon

bbag. Pernndangan

4
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PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BADAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

KOTA BANJARMASIN

BIDANG PERIZINAN JASA USAHA

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014
tentang Perindustrian.

2. Undang-Undang No.28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

3. Peraturan Pemerintah No. 107 Tahun

2015 tentang Izin Usaha Industri.
4. Permen Perindustrian No. 81/M-

IND/PER/10/2014 tentang Perubahan
atas Permen No.41/M-IND/PER/6/2008
tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pemberian Izin Usaha Industri, Izin
Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

Perda Kota Banjarmasin No. 14 Tahun
2003 tentang Pengaturan Pemberian Izin
Bidang Industri dan Kawasan Industri

KETERKAITAN:

1. SOP Pembuatan SKTU

2. SOP Pembuatan Izin Gangguan / HO

PERINGATAN:

Apabila tahapan SOP tidak dilaksanakan
dan rekomendasi teknis diterima tidak

tepat waktu maka penyelesaian izin tidak
sesuai dengan waktu yang ditentukan.

NOMOR SOP : SOP-005/BP2TPM

TGL.

PEMBUATAN
JUN12016

TGL. REVISI

TGL.

EFEKTTF

WALIKOTA BANJARMASIN

DISAHKAN

OLEH
TTD

IBNU SINA

NAMASOP Tanda Daftar Industri (TDI)

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Minimal SMA / Sederajat
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku
3. Mampu mengoperasikan komputer
4. Mampu bekerja sama dalam Tim
5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan

SOP

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. Meja Kursi Petugas
4. Lemari Arsip

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai data elektronik dan
diarsipkan.

Dokumentasi TDI yang dikeluarkan.

MiibDig. f eraadaiigan
-, . —

! ;;:!. .';:.'V'IJ

A vj /



I .ANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)I

No. Kegiatan Pelaksana MutuBaku Keterangan

Pemohon CS FO Tim

Teknis

SKPD

Teknis

Kabid Jasu Kaban TU Kelengkapan Waktu Output

1. Mencari informasi TDI •P Informasi TDI Biaya Rp 0,-

2. Memberi informasi dan persyaratan TDI Mk Informasi TDI 20

menit

Informasi TDI

dan persyaratan
Waktu maksimal

5 hari kerja
apabila
persyaratan

lengkap dan
benar

.

3. Mengajukan permohonan TDI ~am Informasi TDI

dan persyaratan
20

menit

Berkas

permohonan
A

4. Menerima dan memeriksa permohonan dan
persyaratan, apabila ada kesalahan/tidak lengkap
maka berkas dikembalikan ke pemohon untuk
dilengkapi. Untuk yang lengkap maka FOmenginput
data ke komputer (pemohon diberi resi penerimaan
berkas) kemudian berkas diserahkan pada Tim
Teknis.

i

Berkas

permohonan
20

menit

Berkas

pencatatan dan
Resi

Tidak
\

Ya

5. Memverifikasi berkas apabila lengkap dan benar
membuat surat tugas untuk melakukan pemeriksaan
lapangan dan pembuatan BAP bahan rekomendasi
SKPD Teknis

Tidak \t Berkas

pencatatan dan
Resi

2 hari Surat Tugas, BAP,
dan Bahan

Rekomendasi
Ya

6. Membuat rekomendasi teknis untuk menerima atau

menolak, kemudian diserahkan kembali kepada Tim
Teknis

m^j Surat Tugas, BAP,
dan Bahan

Rekomendasi

2 hari Rekomendasi

Teknis

7. Menerima rekomendasi dari SKPD Teknis, apabila
ditolak diinformasikan kepada pemohon beserta
alasannya. Apabila rekomendasi menyetujui,
dibuatkan draft TDI untuk diteruskan ke Kabid

Perizinan lasa Usaha.

\ L Rekomendasi

Teknis

60

menit

Rekomendasi,
Draft Nomor dan

Draft TDI

8. Mengoreksi draft apabila ada kesalahan dikembalikan
pada Tim Teknis untuk diperbaiki apabila benar
memaraf draft TDI serta diteruskan ke Kaban untuk

ditandatangani.

< L Rekomendasi,

Draft Nomor dan

Draft TDI

220

menit

Draft TDI yang
diparaf

Tidak V

9. Menandatangani TDIserta menyerahkan ke TUuntuk
diserahkan ke Pemohon. 71

Draft TDI yang
diparaf

0.5 hari TDI yang
ditandatangani
Kaban

B

10. Memberitahukan, menyerahkan TDI ke Pemohon,
menerima resi dan mengarsipkan

>' TDI yang
ditandatangani
Kaban

15

menit

Resi pengambilan
TDI dan

Pengarsipan

11 Menerima TDIsetelah menyerahkan Resi ke petugas
TU mm

TDI 10

menit

TDI diterima

pemohon

Kepala SKPD

4 n fe A



^^
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BADAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

KOTA BANJARMASIN

BIDANG PERIZINAN JASA USAHA

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984
tentang Perindustrian.

2. Undang-Undang No.28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 107

Tahun 2015 Tentang Izin Usaha
Industri.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

2009 Tentang Kawasan Industri.
5. Permen Perindustrian No. 81/M-

IND/PER/10/2014 tentang Perubahan
atas Permen No.41/M-
IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan
dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha
Industri, Izin Perluasan dan Tanda
Daftar Industri.

6. Perda Kota Banjarmasin No. 14 Tahun
2003 tentang Pengaturan Pemberian
Izin Bidang Industri dan Kawasan
Industri

KETERKAITAN:

1. SOP Pembuatan SKTU
2. SOP Pembuatan 1MB
3. SOP Pembuatan Izin Gangguan / HO

PERINGATAN:

Apabila tahapan SOP tidak dilaksanakan
dan rekomendasi teknis diterima tidak
tepat waktu maka penyelesaian izin tidak
sesuai dengan waktu yang ditentukan.

NOMOR SOP SOP- 006/BP2TPM
TGL.

PEMBUATAN
JUNI2016

TGL. REVISI

TGL.

EFEKTTF

WALIKOTA BANJARMASIN

DISAHKAN

OLEH
TTD

IBNU SINA

NAMA SOP Izin Usaha Industri (IUI)

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Minimal SMA / Sederajat
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku
3. Mampu mengoperasikan komputer
4. Mampu bekerja sama dalam Tim
5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan

SOP

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. Meja Kursi Petugas
4. LemariArsip

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai data elektronik dan
diarsipkan.

Dokumentasi IUI yang dikeluarkan.

•
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IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) (

No. Kegiatan Pelaksana MutuBaku Keterangan

Pemohon cs FO Tim

Teknis

SKPD

Teknis

Kabid Jasu Kaban TU Kelengkapan Waktu Output

1. Mencari informasi IUI mp Informasi IUI Biaya Rp 0,-

2. Memberi informasi dan persyaratan IUI * Informasi IUI 20

menit

Informasi IUI dan

persyaratan

Waktu maksimal

5 hari kerja
apabila
persyaratan

lengkap dan
benar

3. Mengajukan permohonan IUI •
Informasi IUI

dan persyaratan 20

menit

Berkas

permohonanm, 1
4. Menerimadan memeriksa permohonan dan

persyaratan, apabila ada kesalahan/tidak lengkap
maka berkas dikembalikan ke pemohon untuk
dilengkapi. Untuk yanglengkap maka FO menginput
data ke komputer (pemohon diberi resi penerimaan
berkas) kemudian berkasdiserahkan padaTim
Teknis.

hL

Berkas

permohonan
20

menit

Berkas

pencatatan dan
Resi

Tidak
r Ya

5. Memverifikasi berkas apabila lengkap dan benar
membuat surat tugas untuk melakukan pemeriksaan
lapangan dan pembuatan BAP bahan rekomendasi
SKPD Teknis

1 idak > i Berkas

pencatatan dan
Resi

2 hari Surat Tugas, BAP,

dan Rekomendasi

SKPD Teknis
Ya

6 Membuat rekomendasi teknis untuk menerima atau
menolak, kemudian diserahkan kembali kepada Tim
Teknis

m L Surat Tugas, BAP,
dan Bahan

Rekomendasi

2 hari Rekomendasi

Teknis•

7 Menerima rekomendasi dari SKPD Teknis, apabila
ditolak diinformasikan kepada pemohon beserta
alasannya. Apabila rekomendasimenyetujui,
dibuatkan draft IUI untuk diteruskan ke Kabid

ai
Rekomendasi

Teknis

60

menit

Rekomendasi,
Draft Nomor dan

Draft IUIUP

8 Mengoreksi draft apabila adakesalahan dikembalikan
padaTimTeknis untuk diperbaikiapabila benar
memaraf draft IUI serta diteruskan ke Kaban untuk

XF Rekomendasi,

Draft Nomor dan

Draft IUI

220

menit

Draft IUIyang
diparaf

Tidak

9 Menandatangani IUI serta menyerahkanke TU untuk
diserahkan ke Pemohon. ••

Draft IUI yang
diparaf

0.5 hari IUI yang
ditandatangani
Kaban

10 Memberitahukan, menyerahkan IUI ke Pemohon,
menerima resi dan mengarsipkan

v' IUI yang
ditandatangani
Kaban

15

menit

Resi pengambilan
IUI dan

Pengarsipan

11 Menerima IUI setelah menyerahkan Resike petugas

T"

m 1 IUI 10

menit

IUI diterima

pemohon
; ••' <•:..

Li 1 p>?
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PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BADAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

KOTA BANJARMASIN

BIDANG PERIZINAN JASA USAHA

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang No.28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

2. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014
Tentang Pergudangan.

3. Permendag No. 90/M-
DAG/PER/12/2014 Tentang Penataan
dan Pembinaan Gudang.

4. Perda Kota Banjarmasin No.5 Tahun
2009 tentang Biaya Administrasi
Penyelenggaraan Tanda Daftar Gudang
dan Surat Keterangan Tempat
Penyimpanan Barang.

5. Perda Kota Banjarmasin No. 5 Tahun
2013 Tentang RTRW.

KETERKAITAN:

1. SOP Pembuatan SKTU

2. SOP Pembuatan SIUP

3. SOP Pembuatan TDP

4. SOP Pembuatan 1MB

5. SOP Pembuatan Izin Gangguan / HO

PERINGATAN:

Apabila tahapan SOP tidak dilaksanakan
dan rekomendasi teknis diterima tidak
tepat waktu maka penyelesaian izin tidak
sesuai dengan waktu yang ditentukan.

NOMOR SOP : SOP- 007/BP2TPM

TGL.

PEMBUATAN
JUNI2016

TGL. REVISI

TGL.

EFEKTIF

WALIKOTA BANJARMASIN

DISAHKAN

OLEH
TTD

IBNU SINA

NAMASOP Tanda Daftar Gudang (TDG)

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Minimal SMA / Sederajat
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku
3. Mampu mengoperasikan komputer
4. Mampu bekerja sama dalam Tim
5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan

SOP

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. Meja Kursi Petugas
4. Lemari Arsip

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai data elektronik dan
diarsipkan.

Dokumentasi TDG yang dikeluarkan.

4 4 ,: a



No.

3.

4.

5.

6.

10

11

Kegiatan

Mencari informasi TDG

Memberi informasi dan persyaratan TDG

Mengajukan permohonan TDG

Menerimadan memeriksa permohonan dan
persyaratan, apabila ada kesalahan/tidak lengkap
maka berkas dikembalikan ke pemohon untuk
dilengkapi. Untuk yanglengkapmaka FO menginput
data ke komputer (pemohon diberi resi penerimaan
berkas) kemudian berkasdiserahkan padaTim
Teknis.
Memverifikasiberkas apabila lengkap dan benar
membuat surat tugas untuk melakukan pemeriksaan
lapangan danpembuatan BAP bahanrekomendasi
SKPD Teknis .
Membuat rekomendasi teknis untuk menerima atau
menolak,kemudian diserahkan kembali kepada Tim
Teknis

Menerima rekomendasi dari SKPD Teknis, apabila
ditolak diinformasikan kepada pemohon beserta
alasannya. Apabila rekomendasimenyetujui,
dibuatkan draft TDG untu diteruskan ke Kabid
Perizinan Jasa Usaha
Mengoreksi draftapabila adakesalahan dikembalikan
padaTimTeknis untuk diperbaikiapabila benar
memaraf draft TDGserta diteruskan ke Kaban untuk
ditandatangani.

Menandatangani TDG serta menyerahkan keTU untuk
diserahkan ke Pemohon.

Memberitahukan,menyerahkan TDG ke Pemohon,
menerima resi dan mengarsipkan

Menerima TDG setelah menyerahkan Resi ke petugas
TU

TAl A DAFTAR GUDANG (TDG) (

Pelaksana MutuBaku

Kelengkapan Waktu

InformasiTDG

Informasi TDG

dan persyaratan

Berkas

permohonan

Berkas

pencatatan dan
Resi

Surat Tugas, BAP,
dan Bahan

Rekomendasi

Rekomendasi

Teknis

Rekomendasi,

Draft Nomor dan

Draft TDG

Draft TDGyang
diparaf

TDGyang
ditandatangani

Kaban

TDG yang
ditandatangani
Kaban

20

menit

20

menit

20

menit

2 hari

2 hari

60

menit

220

menit

0.5 hari

15

menit

10

menit

Output

InformasiTDG

Informasi TDG

dan persyaratan

Berkas

permohonan

Berkas

pencatatan dan
Resi

Surat Tugas, BAP,
dan Rekomendasi

SKPD Teknis

Rekomendasi

Teknis

Rekomendasi,
Draft Nomor dan

Draft TDG

Draft TDG yang
diparaf

TDGyang
ditandatangani
Kaban

Resi pengambilan
TDG dan

Pengarsipan

TDG diterima

pemohon

Keterangan

Biaya Rp 0,-

Waktu maksimal

5 hari kerja
apabila
persyaratan

lengkap dan
benar



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BADAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

KOTA BANJARMASIN

BIDANG PERIZINAN JASA USAHA

DASAR HUKUM:

1. UU No.5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika.

2. UU No.22 Tahun 1997 tentang
Narkotika.

3. UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

4. UU No.36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan.

5. Permenkes RI No. 3 Tahun 2015

Tentang Peredaran, Penyimpanan,
Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika,
Psikotropika dan Prekursor Farmasi.

KETERKAITAN:

1. SOP Pembuatan SKTU

PERINGATAN:

Apabila tahapan SOP tidak dilaksanakan
dan rekomendasi teknis diterima tidak
tepat waktu maka penyelesaian izin tidak
sesuai dengan waktu yang ditentukan.

NOMOR SOP : SOP-008/BP2TPM

TGL.

PEMBUATAN
JUNI2016

TGL. REVISI

TGL.

EFEKTIF

WALIKOTA BANJARMASIN

DISAHKAN

OLEH
TTD

IBNUSINA

NAMA SOP Izin Toko Obat (TTO)

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Miniinal SMA / Sederajat
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku
3. Mampu mengoperasikan komputer
4. Mampu bekerja sama dalam Tim
5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan

SOP

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. Meja Kursi Petugas
4. Lemari Arsip

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai data elektronik dan
diarsipkan.

Dokumentasi ITO yang dikeluarkan.



( ZIN TOKO OBAT (ITO) I

No. Kegiatan Pelaksana MutuBaku Keterangan

Pemohon cs FO Tim

Teknis

SKPD

Teknis

Kabid Jasu Kaban TU Kelengkapan Waktu Output

1. Mencari informasi Izin Toko Obat (ITO)
uM •

Informasi ITO Biaya Rp 0,-

2. Memberiinformasi dan persyaratan IzinToko Obat
•

Informasi ITO
20

menit

Informasi ITO

dan persyaratan
Waktu maksimal

7 hari kerja
apabila
persyaratan
lengkap dan
benar

3. Mengajukan permohonan ITO "im
Informasi ITO

dan persyaratan
20

menit

Berkas

permohonanu, •
4. Menerima dan memeriksa permohonan dan

persyaratan,apabilaada kesalahan/tidak lengkap
maka berkas dikembalikan ke pemohon untuk
dilengkapi. Untukyang lengkapmaka FO menginput
data ke komputer (pemohon diberi resi penerimaan
berkas) kemudian berkas diserahkan pada Tim

/

Berkas

permohonan
20

menit

Berkas

pencatatan dan
Resi

Tidak
V

Ya

5. Memverifikasiberkas apabila lengkap dan benar
membuat surat tugas untuk melakukan pemeriksaan
lapangan dan pembuatan BAP bahanrekomendasi
SKPD Teknis

' idak v Berkas

pencatatan dan
Resi

3 hari Surat Tugas, BAP,
dan bahan

Rekomendasi

SKPD TeknisYa

6 Membuat rekomendasi teknis untuk menerima atau

menolak, kemudian diserahkan kembali kepada Tim
Teknis

r~J ' Surat Tugas, BAP,
dan Bahan

Rekomendasi

3 hari Rekomendasi

Teknis

7 Menerima rekomendasi dari SKPDTeknis, apabila
ditolak diinformasikan kepada pemohon beserta
alasannya. Apabila rekomendasi menyetujui,
dibuatkan draft ITO untu diteruskan ke Kabid
Perizinan Tertentu

Surat Tugas, BAP,
dan

Rekomendasi

SKPD Teknis

60

menit

Rekomendasi,
Draft Nomor dan

Draft ITO

8 Mengoreksi draftapabila ada kesalahan dikembalikan
padaTimTeknis untuk diperbaikiapabila benar
memaraf draft ITO serta diteruskan ke Kaban untuk ^-

Rekomendasi,

Draft Nomor dan

Draft ITO

220

menit

Draft ITO yang
diparaf

Tidak

9 Menandatangani ITO serta menyerahkanke TU untuk
diserahkan ke Pemohon. urn-

Draft ITO yang
diparaf

0.5 hari ITO yang

ditandatangani
Kaban

10 Memberitahukan, menyerahkan ITO ke Pemohon,
menerima resi dan mengarsipkan jmm

ITO yang
ditandatangani
Kaban

15

menit

Resi pengambilan
ITO dan

PengarsipanT
11 Menerima ITO setelah menyerahkan Resi ke petugas 1T | 1

TU 11
ITO 10

menit

ITO diterima

pemohon

4 \ %~ A\
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PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BADAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

KOTA BANJARMASIN

BIDANG PERIZINAN TERTENTU

DASAR HUKUM:

1. UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Perda Kota Banjarmasin No. 19 Tahun
2007 tentang Perizinan Usaha
Angkutan dengan Kendaraan Bermotor
Umum di Jalan dan Kursus

Mengemudi.

KETERKAITAN:

1. SOP Pembuatan SKTU

PERINGATAN:

Apabila tahapan SOP tidak dilaksanakan
dengan baik, maka akan berdampak pada
waktu penyelesaian.

NOMOR SOP : SOP-009/BP2TPM

TGL.

PEMBUATAN
JUNI 2016

TGL. REVISI

TGL.

EFEKTIF

WALIKOTA BANJARMASIN

DISAHKAN

OLEH
TTD

IBNU SINA

NAMASOP
Izin Usaha Angkutan Umum

Kota

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Minimal SMA / Sederajat
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku
3. Mampu mengoperasikan komputer
4. Mampu bekerja sama dalam Tim
5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan

SOP

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. Meja Kursi Petugas
4. Lemari Arsip

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai data elektronik dan
diarsipkan.

Dokumentasi Pembuatan Izin Usaha Angkutan
Umum Kota yang dikeluarkan.

_ __
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L ,4 USAHA ANGKUTAN UMUM KOTA

No. Kegiatan Pelaksana MutuBaku Keterangan

Pemohon cs FO Tim

Teknis

Kabid

Jintu

Kaban TU Kelengkapan Waktu Output

1. Mencari informasi Izin Usaha Angkutan Umum Kota m r
Informasi Izin

Usaha Angkutan
Umum Kota

Biaya Rp 0,-

2. Memberikan informasi dan persyaratan Izin Usaha
Angkutan Umum Kota ah Informasi Izin

Usaha Angkutan
Umum Kota

20

menit

Informasi Izin

Usaha Angkutan
Umum Kota dan

persyaratan

Waktu 3 hari

kerja

3. Mengajukan permohonan Izin UsahaAngkutan Umum
Kota

Informasi Izin

Usaha Angkutan
Umum Kota dan

persyaratan

20

menit

Berkas

permohonanIf

4. Menerima dan memeriksa permohonan dan
persyaratan, apabila ada kesalahan/tidak lengkap
maka berkas dikembalikan ke pemohon untuk
dilengkapi. Untukyang lengkap maka FO menginput
data ke komputer (pemohon diberi resi penerimaan
berkas) kemudian berkas diserahkan pada Tim Teknis.

«
L

Berkas

permohonan
20

menit

Berkas

pencatatan dan
Resi

Permohonan

sudah

dilengkapi
rekomendasi

teknis dari

Dishubkominfo

li( ak r Ya

5. Memverifikasi permohonan jika benar dibuatkan Draft
SKIzin Usaha Angkutan Umum Kota, jika ada
kesalahan data dikembalikan ke FO untuk

ditindaklanjuti.

T idak v

Ya

Berkas

pencatatan dan
Resi

220

menit

Draft Izin Usaha

Angkutan Umum
Kota

6 Memeriksa draft Izin Usaha Angkutan Umum Kota, jika
benar diparaf dan diteruskan ke Kaban untuk
ditandatangani, jika ada kesalahan dan atau ada
permasalahan, dikembalikan ke Tim Teknis untuk

Tida < Draft Izin Usaha

Angkutan Umum
Kota

lhari Draft Izin Usaha

Angkutan Umum
Kota yg diparaf
Kabid

7. Menandatangani Izin Usaha UmumAngkutan Kota
serta menyerahkan ke TUuntuk diserahkan ke
Pemohon.

• •
Draft Izin Usaha

Angkutan Umum
Kota yg diparaf
Kabid

lhari Izin Usaha

Angkutan Umum
Kota yang

ditandatangani
Kaban

••

8. Menyerahkan Izin UsahaAngkutan Umum Kota ke
Pemohon dan mengarsipkan

Izin Usaha

Angkutan Umum
Kota yang
ditandatangani
Kaban

0,5 hari Izin Usaha

Angkutan Umum
Kota dan

Pengarsipan

-^r-

g.

•£% P
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PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BADAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

KOTA BANJARMASIN

BIDANG PERIZINAN TERTENTU

DASAR HUKUM:

1. UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Perda Kota Banjarmasin No. 19 Tahun
2007 tentang Perizinan Usaha
Angkutan dengan Kendaraan Bermotor
Umum di Jalan dan Kursus Mengemudi

3. Perda Kota Banjarmasin No 4 Tahun
2012 tentang Retribusi Izin Trayek.

KETERKAITAN:

1. SOP Pembuatan SKTU

PERINGATAN:

Apabila tahapan SOP tidak dilaksanakan
dan rekomendasi teknis diterima tidak

tepat waktu maka penyelesaian izin tidak
sesuai dengan waktu yang ditentukan.

NOMOR SOP : SOP-010/BP2TPM

TGL.

PEMBUATAN
JUNI2016

TGL. REVISI

TGL.

EFEKTIF

WALIKOTA BANJARMASIN

DISAHKAN

OLEH
TTD

IBNU SINA

NAMA SOP
Izin Trayek Angkutan Umum

Kota

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Minimal SMA / Sederajat
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku
3. Mampu mengoperasikan komputer
4. Mampu bekerja sama dalam Tim
5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan

SOP

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. Meja Kursi Petugas
4. Lemari Arsip

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai data elektronik dan
diarsipkan.

Dokumentasi Izin Trayek Angkutan Umum Kota
yang dikeluarkan.

4 ^ /



I (
IZIN TRAYEK ANGKUTAN UMUM KOTA

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan

Pemohon CS FO Tim

Teknis

Kabid

Jintu
Kaban TU Pencetak

SKRD

Kelengkapan Waktu Output

1. Mencari informasi Izin Trayek

*
Informasi Izin

Trayek
Biaya Retribusi

2. Memberi informasi persyaratan, tata cara permohonan,
dan formulir Izin Trayek A Informasi Izin

Trayek
Persyaratan Izin
Trayek

Waktu

penyelesaian 3
hari kerja

3. Mengisi formulir, mengajukan permohonan IzinTrayek
dilampiri persyaratan •h

Persyaratan

Izin Trayek
Berkas

permohonan
/\

4. Menerima berkas permohonan, memeriksa persyaratan,
jika lengkap diterima dan berkas didistribusikan ke Tim
Teknis untuk diproses selanjutnya (pemohon diberi resi
tanda terima berkas), jika tidak lengkap dikembalikan
ke pemohon untuk dilengkapi.

Ti iak

Ya

Berkas

permohonan
20 menit Berkas

permohan yang
sudah diperiksa
FO

Berkas yg masuk
sudah harus

dilengkapi
rekomendasi

teknis dari

DIshubkominfo

5. Memverifikasi permohonan, jika lengkap diserahkan ke
TU untuk memberitahukan pemohon mengenai
pembayaran, jika ada kesalahan dikembalikan ke FO
untuk ditindaklanjuti.

Tiok

^
Berkas

permohan yang
sudah diperiksa
FO

60 menit Pemberitahuan

6 Memberitahu pemohon untuk bayar retribusi ke Bank

• •

Pemberitahuan 30 menit Pemberitahuan Pembayaran
retribusi paling
lambat 7 hari

kerja sejak
pemberitahuan

•

7 Membuat SKRD (apabila pemohon akan membayar) H
Pemberitahuan 30 menit SKRD

8 Membayardi Bankdan menerima bukti bayar retribusi
untuk selanjutnya diserahkan ke Pencetak SKRD • 1

SKRD 60 menit SKRD yang telah
dicap lunas oleh
bank•

9 Menerima bukti pembayaran dan menyerahkan ke Tim
Teknis untuk membuatkan draft SK Izin HO i

•

SKRD yang

telah dicap
lunas oleh bank

60 menit SKRD yg telah
dibayar

o

A



J
1

No. Kegiatan ' Pelaksana Mutu Baku Keterangan

Pemohon CS FO Tim

Teknis

Kabid

Jintu

Kaban TU Pencetak

SKRD

Kelengkapan Waktu Output

?
10 Membuat draft SK Izin HO

i .
SKRD yg telah
dibayar

1 hari Draft SK Izin

Trayek
•

11 Meneliti, menandatangani SKIzin Trayek dan
mendistribusikan ke TU untuk ditindaklanjuti JL

Draft SK Izin

Trayek yang
telah diparaf
Kabid

0,5 hari SK Izin Trayek
Tanda Tangan
Kaban^

12 Menyerahkan SK Izin Trayek
• •

SK Izin Trayek
Tanda Tangan
Kaban

0,5 hari Izin Trayek
dan

Pengarsipan4

13 Menerima SK Izin Trayek SK Izin Trayek

W

A



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BADAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

KOTA BANJARMASIN

BIDANG PERIZINAN TERTENTU

DASAR HUKUM:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

UU No.38 Tahun 2004 Tentang Jalan.
UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ.
UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

PP RI No. 41 Tahun 1993 Tentang
Angkutan.
Keputusan Menteri Perhubungan No.
KM 69 Tahun 1993 Tentang Kode
Wilayah Pendaftaran Tanda Nomor
Kendaraan.

Perda Kota Banjarmasin No. 19 Tahun
2007 tentang Perizinan Usaha
Angkutan dengan Kendaraan Bermotor
Umum di Jalan dan Kursus

Mengemudi.

KETERKAITAN:

1. SOP Pembuatan SKTU

PERINGATAN:

Apabila tahapan SOP tidak dilaksanakan
dengan baik, maka akan berdampak pada
waktu penyelesaian.

NOMOR SOP SOP-011/BP2TPM

TGL.

PEMBUATAN
JUNI2016

TGL. REVISI

TGL.

EFEKTIF

WALIKOTA BANJARMASIN

DISAHKAN

OLEH
TTD

IBNU SINA

NAMA SOP Izin Usaha Angkutan Barang

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Minimal SMA / Sederajat
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku
3. Mampu mengoperasikan komputer
4. Mampu bekerja sama dalam Tim
5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan

SOP

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. Meja Kursi Petugas
4. Lemari Arsip

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai data elektronik dan
diarsipkan.

Dokumentasi Izin Usaha Angkutan Barang yang
dikeluarkan.

bJZA s



(
•7|N USAHA ANGKUTAN BARANG (

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan

Pemohon cs FO Tim

Teknis

Kabid

Jintu
Kaban TU Kelengkapan Waktu Output

1. Mencari informasi Izin Usaha Angkutan Barang •
r

Informasi Izin

Usaha Angkutan
Barang

Biaya Rp 0,-

2. Memberikan informasi dan persyaratan Izin Usaha
Angkutan Barang rib Informasi Izin

Usaha Angkutan
Barang

20

menit

Informasi Izin

Usaha Angkutan
Barang dan

Waktu 3 hari

kerja

3. Mengajukan permohonan Izin Usaha Angkutan Barang Informasi Izin

Usaha Angkutan
Barang dan
persyaratan

20

menit

Berkas

permohonanIP-
4. Menerima dan memeriksa permohonan dan

persyaratan, apabila ada kesalahan/tidak lengkap
maka berkas dikembalikan ke pemohon untuk
dilengkapi. Untukyang lengkap maka FO menginput
data ke komputer (pemohon diberi resi penerimaan
berkas) kemudian berkas diserahkan pada Tim Teknis.

<
L,

Berkas

permohonan

20 menit Berkas

pencatatan dan
Resi

Permohonan harus

dilengkapi
rekomendasi

teknis dari

Dishubkominfo
Tidak r Ya

5. Memverifikasi berkas apabila sudah benar dan
lengkap, memproses draft IzinAngkutan Baranguntuk
diteruskan kepada Kabid Perizinan Tertentu

Tidak

Ya

Berkas

pencatatan dan
Resi

1 hari Penomoran dan

draft Izin Usaha

Angkutan
Barang

6 Mengoreksi apabila ada kesalahan dikembalikan pada
Tim Teknis untuk diperbaiki dan apabila benar
memaraf draft Izin Angkutan Barang dan meneruskan
ke Kaban untuk ditandatangani

Tidac v Penomoran dan

draft Izin Usaha

Angkutan Barang

1 hari Nomor dan draft

Izin Usaha

Angkutan
Barang vg sudah

7. Menandatangani Izin Angkutan Barang dan
meneruskan ke TU untuk diserahkan ke pemohon

V
Nomor dan draft

Izin Usaha

Angkutan Barang

0,5 hari Izin Usaha

Angkutan
Barang yang

8. Menyerahkan IzinAngkutan Barang ke Pemohon,
menerima resi dan mengarsipkan

..

Izin Usaha

Angkutan Barang
yang

ditandatangani
Kaban

Resi

pengambilan
Izin Usaha

Angkutan
Barang dan
PenearsiDan

9. Menerima Izin Angkutan Barang setelah menyerahkan
Resi ke petugas TU

\ f Izin Usaha

Angkutan Barang
Izin Usaha

Angkutan
Barang diterima
pemohon

i 4 p
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PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BADAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

KOTA BANJARMASIN

BIDANG PERIZINAN JASA USAHA

DASAR HUKUM:

1. UU No. 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan

2. UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Perda Kota Banjarmasin No. 19 Tahun
2011 Tentang Usaha Penyelenggaraan
Kegiatan Hiburan dan Rekreasi.

4. Perda Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Izin Usaha Obyek Wisata

KETERKAITAN:

1. SOP Pembuatan SKTU

2. SOP Pembuatan Izin Gangguan / HO

PERINGATAN:

Apabila tahapan SOP tidak dilaksanakan
dan rekomendasi teknis diterima tidak
tepat waktu maka penyelesaian izin tidak
sesuai dengan waktu yang ditentukan.

NOMOR SOP : SOP-012/BP2TPM

TGL.

PEMBUATAN
JUNI2016

TGL. REVISI

TGL.

EFEKTIF

WALIKOTA BANJARMASIN

DISAHKAN

OLEH
TTD

IBNU SINA

NAMA SOP Izin Usaha Obyek Wisata

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Minimal SMA / Sederajat
2. Memahami" Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku
3. Mampu mengoperasikan komputer
4. Mampu bekerja sama dalam Tim
5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan

SOP

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. Meja Kursi Petugas
4. Lemari Arsip

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai data elektronik dan
diarsipkan.

Dokumentasi Izin Usaha Obyek Wisata yang
dikeluarkan.
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( <
\l..i USAHA OBYEK WISATA

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan

Pemohon cs FO Tim

Teknis

SKPD

Teknis

Kabid

PIU

Kaban TU Kelengkapan Waktu Output

1. Mencari informasi Izin Usaha Obyek Wisata
mm

Informasi Izin Usaha

Obyek Wisata
Biaya Rp 0,-

2. Memberikan informasi dan persyaratan Izin Usaha Obyek
Wisata wk

Informasi Izin

UsahaObyek
Wisata

20

menit

Informasi Izin dan

persyaratan

Waktu

maksimal 7

hari kerja
apabila
persyaratan

benar dan

lengkap

mWM

3. Mengajukan permohonan Izin UsahaObyekWisata I H Informasi Izin dan

persyaratan

20

menit

Berkas permohonan

•
4. Menerimadan memeriksa permohonan dan persyaratan,

apabila ada kesalahan/tidak lengkap maka berkas
dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi. Untuk yang
lengkap maka FO menginput data ke komputer (pemohon
diberi resi penerimaan berkas) kemudian berkas diserahkan
pada Tim Teknis.

Ti lak

v

Berkas

permohonan

20

menit

Berkas pencatatan
dan Resi

/

Ya

5. Memverifikasiberkas apabila masih belum lengkap
dan benar dikembalikan pada FO untuk diberitahukan
kepada pemohon beserta alasan. Apabila lengkap dan
benar membuat surat tugas untuk melakukan
peninjauan lapangan dan membuat BAP untuk bahan

Ti( ak \

-4
/

•

Berkas

pencatatan dan
Resi

2 hari Surat Tugas, BAP

i
Ya

6 Membuat rekomendasi untuk menerima atau menolak

untuk penerbitan Izin Usaha ObyekWisata
Tidak ^

Surat Tugas, BAP 3 hari Rekomendasi Teknis

7 Menerima rekomendasi dari SKPDTeknis, apabila
ditolak diinformasikan kepada pemohon beserta
alasannya. Apabila rekomendasi menyetujui,
dibuatkan Izin Usaha ObyekWisata untuk diteruskan
ke Kabid Perizinan Jasa Usaha

. .

Surat Tugas, BAP,
dan

Rekomendasi

SKPD Teknis

60

menit

Rekomendasi, Nomor

dan Izin Usaha Obyek
WisataTidal

•

8 Memeriksa Izin Usaha Obyek Wisata, jika benar diparaf dan
diteruskan ke Kaban untuk ditandatangani, jika ada
kesalahan dan atau ada permasalahan, dikembalikan ke Tim
Teknis untuk diperbaiki

v
Rekomendasi,

Nomor dan Izin

Usaha Obyek
Wisata

220

menit

Izin Usaha Obyek
Wisata yang diparaf

Yi

9 Menandatangani Izin Usaha Obyek Wisata serta
menyerahkan ke TU untuk diserahkan ke Pemohon. \ •

Izin Usaha Obyek
Wisata yang
diparaf

0,5 hari Izin Usaha Obyek
Wisata yang
ditandatangani Kaban

" - - ~ , O
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PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BADAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

KOTA BANJARMASIN

BIDANG PERIZINAN JASA USAHA

DASAR HUKUM:

1. UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

2. UU No. 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan

3. Perda Kota Banjarmasin No.21 Tahun
2008 tentang Izin Usaha Perjalanan
Wisata.

KETERKAITAN:

1. SOP Pembuatan SKTU

PERINGATAN:

Apabila tahapan SOP tidak dilaksanakan
dan rekomendasi teknis diterima tidak
tepat waktu maka penyelesaian izin tidak
sesuai dengan waktu yang ditentukan.

NOMOR SOP : SOP-013/BP2TPM
TGL.

PEMBUATAN
JUNI2016

TGL. REVISI

TGL.

EFEKTIF

WALIKOTA BANJARMASIN

DISAHKAN

OLEH
TTD

IBNU SINA

NAMA SOP Izin Usaha Perjalanan Wisata

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Minimal SMA / Sederajat
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku
3. Mampu mengoperasikan komputer
4. Mampu bekerja sama dalam Tim
5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan

SOP

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. Meja Kursi Petugas
4. Lemari Arsip

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai data elektronik dan
diarsipkan.

Dokumentasi Izin Usaha Perjalanan Wisata yang
dikeluarkan.
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wLiPROSEDUR P( iBUATAN IZIN PERJALANAN Wk~ATA

No. Kegiatan Pelaksana MutuBaku Keterangan

Pemohon CS FO Tim

Teknis

SKPD

Teknis

Kabid

PIU

Kaban TU Kelengkapan Waktu Output

1. Meucari informasi Izin Usaha Perjalanan Wisata
«»

Informasi Izin Usaha

Perjalanan Wisata
Biaya Rp 0,-

2. Memberikaninformasi dan persyaratan Izin Usaha
Perjalanan Wisata

Informasi Izin

UsahaPerjalanan
Wisata

20

menit

Informasi Izin dan

persyaratan
Waktu

makslmal 7

hari kerja
apabila
persyaratan

lengkap dan
benar

3. Mengajukan permohonan Izin Usaha Perjalanan Wisata V Informasi Izin dan

persyaratan

20

menit

Berkas permohonan

4. Menerimadan memeriksa permohonan dan persyaratan,
apabilaada kesalahan/tidak lengkapmakaberkas
dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi. Untuk yang
lengkap maka FO menginput data kekomputer(pemohon
diberi resipenerimaan berkas) kemudian berkas diserahkan
pada Tim Teknis.

Tidak

Berkas

permohonan

20

menit
Berkas pencatatan
dan Resi

5. Memverifikasiberkas apabila masih belum lengkap
dan benar dikembalikan pada FO untuk diberitahukan
kepada pemohon besertaalasan. Apabila lengkap dan
benar membuat surat tugas untuk melakukan
peninjauan lapangan dan membuatBAP untukbahan
SKPD Teknis

Ticak

Ya

Berkas

pencatatan dan
Resi

2 hari Surat Tugas, BAP

6 Membuat rekomendasi untuk menerima atau menolak
untukpenerbitan Izin Usaha Perjalanan Wisata

Tidak ♦
Surat Tugas, BAP 3 hari Rekomendasi Teknis

7 Menerima rekomendasi dari SKPD Teknis, apabila
ditolak diinformasikankepada pemohon beserta
alasannya. Apabila rekomendasimenyetujui,
dibuatkan Izin Usaha Perjalanan Wisata untuk

TidakT . .

i. ...

Surat Tugas, BAP,
dan

Rekomendasi

SKPD Teknis

60

menit

Rekomendasi, Nomor
dan Izin Usaha

Perjalanan Wisata

8 Memeriksa Izin Usaha Perjalanan Wisata, jikabenardiparaf
dan diteruskan ke Kaban untuk ditandatangani, jika ada
kesalahan dan atau ada permasalahan, dikembalikan ke Tim
Teknis untuk diperbaiki

i
Rekomendasi,
Nomor dan Izin

Usaha Perjalanan
Wisata

220

menit

Izin Usaha Perjalanan
Wisata yang diparaf

^

Yi,

9 Menandatangani IzinUsaha PerjalananWisata serta
menyerahkan keTU untukdiserahkan ke Pemohon. ••

Izin Usaha

Perjalanan
Wisata yang
diparaf

1 hari Izin Usaha Perjalanan
Wisata yang
ditandatangani Kaban

Q

?



No. Kegiatan ( Pelaksana — : ( Mutu Baku Keterangan

Pemohon cs FO Tim

Teknis

SKPD

Teknis

Kabid

PJU

Kaban TU Kelengkapan Waktu Output

^
10 Menyerahkan Izin Usaha Perjalanan Wisata kePemohon dan

mengarsipkan

1

wk
Izin Usaha

Perjalanan
Wisata yang
ditandatangani
Kaban

10 menit Resi pengambilan Izin
UsahaPerjalanan

Wisata dan

Pengarsipan

11 MenerimaIzin UsahaPerjalanan Wisata setelah
menyerahkan Resike petugas TU

W Izin Usaha

Perjalanan
Wisata

10 menit Izin UsahaPerjalanan
Wisata diterima

pemohon

4 ^ #
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PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BADAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

KOTA BANJARMASIN

BIDANG PERIZINAN JASA USAHA

DASAR HUKUM:

1. UU No. 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan.

2. UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah

3. Perda Kota Banjarmasin No. 10 Tahun
2007 tentang Perubahan atas Perda
Kota Banjarmasin Nomor 32 Tahun
2004 tentang Izin Usaha Hotel dan
Penginapan

4. Perda Kota Banjarmasin No. 19 Tahun
2009 Tentang Izin Usaha Pondokan

5. Perda Kota Banjarmasin Nomor 4
Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Rumah Kost.

KETERKAITAN:

1. SOP Pembuatan SKTU

2. SOP Pembuatan 1MB

3. SOP Pembuatan Izin Gangguan / HO

PERINGATAN:

Apabila tahapan SOP tidak dilaksanakan
dan rekomendasi teknis diterima tidak
tepat waktu maka penyelesaian izin tidak
sesuai dengan waktu yang ditentukan.

NOMOR SOP : SOP-014/BP2TPM

TGL.

PEMBUATAN
JUNI2016

TGL. REVISI

TGL.

EFEKTIF

WALIKOTA BANJARMASIN

DISAHKAN

OLEH
TTD

IBNU SINA

NAMA SOP
Izin Usaha Hotel, Penginapan,
dan Pondokan

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Minimal SMA / Sederajat
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku
3. Mampu mengoperasikan komputer
4. Mampu bekerja sama dalam Tim
5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan

SOP

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. Meja Kursi Petugas
4. Lemari Arsip

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai data elektronik dan
diarsipkan.

Dokumentasi Izin Usaha Hotel, Penginapan, dan
Pondokan yang dikeluarkan.

4 ji A
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IZIN USAHA K^fEL, PENGINAPAN, DAN PONDOkAN

No. Kegiatan Pelaksana MutuBaku Keterangan

Pemohon CS FO Tim

Teknis

SKPD

Teknis

Kabid

PJU

Kaban TU Kelengkapan Waktu Output

1. Mencari informasi Izin Hotel, Penginapan, dan Pondokan

T_
Informasi Izin Hotel,

Penginapan, dan
Pondokan

Biaya Rp 0,-

2. Memberikan informasi dan persyaratan Izin Hotel,
Penginapan, dan Pondokan .

Informasi Izin

Hotel, Penginapan,
dan Pondokan

20

menit

Informasi Izin dan

persyaratan

Waktu

maksimal 7

hari kerja
apabila
persyaratan

lengkap dan
benar

3. Mengajukan permohonan Izin Hotel, Penginapan, dan
Pondokan

"•2 / ' Informasi Izin dan

persyaratan

20

menit

Berkas permohonan

4. Menerima dan memeriksa permohonan dan persyaratan,
apabila ada kesalahan/tidak lengkap maka berkas
dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi. Untuk yang
lengkap maka FOmenginput data ke komputer (pemohon
diberi resi penerimaan berkas) kemudian berkas diserahkan
pada Tim Teknis.

Tilak

A

Berkas

permohonan

20

menit

Berkas pencatatan
dan Resi

Ya

5. Memverifikasi berkas apabila masih belum lengkap
dan benar dikembalikan pada FO untuk diberitahukan
kepada pemohon beserta alasan. Apabila lengkap dan
benar membuat surat tugas untuk melakukan
peninjauan lapangan dan membuat BAPuntuk bahan
SKPDTRknis

Ticak Berkas

pencatatan dan

Resi

3 hari Surat Tugas, BAP

\a

6 Membuat rekomendasi untuk menerima atau menolak

untuk penerbitan Izin Hotel, Penginapan, dan
Pondokan

Tidak

Surat Tugas, BAP 2 hari Rekomendasi Teknis

7 Menerima rekomendasi dari SKPDTeknis, apabila
ditolak diinformasikan kepada pemohon beserta
alasannya. Apabila rekomendasi menyetujui,
dibuatkan Izin Hotel, Penginapan, dan Pondokan

Tidakj . •

Surat Tugas, BAP,
dan

Rekomendasi

SKPD Teknis

1 hari Rekomendasi, Nomor

dan Izin Hotel,

Penginapan, dan
Pondokan

8 Memeriksa Izin Hotel, Penginapan, dan Pondokan, jika benar
diparaf dan diteruskan ke Kaban untuk ditandatangani, jika
ada kesalahan dan atau ada permasalahan, dikembalikan ke
Tim Teknis untuk diperbaiki

i Rekomendasi,

Nomor dan Izin

Hotel,

Penginapan, dan

P°rtf9kau..

220

menit

Izin Hotel,

Penginapan, dan
Pondokan yang

diparaf
^

Yi

9 Menandatangani Izin Hotel, Penginapan, dan Pondokan
serta menyerahkan ke TUuntuk diserahkan ke Pemohon.

Izin Hotel,

Penginapan, dan
Pondokan yang
diparaf

0,5 hari Izin Hotel,

Penginapan, dan
Pondokan yang
ditandatangani Kaban

Q
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No. Kegiatan "~7 Pelaksana \ Mutu Baku Keterangan

Pemohon CS FO Tim

Teknis

SKPD

Teknis

Kabid

PJU

Kaban TU Kelengkapan Waktu Output

^
10 Memberitahukan, Menyerahkan Izin Hotel, Penginapan, dan

Pondokan ke Pemohon dan mengarsipkan

1 Izin Hotel,

Penginapan, dan
Pondokan yang
ditandatangani
Kaban

10 menit Resi pengambilan Izin
Hotel, Penginapan,
dan Pondokan dan

Pengarsipan

kmnHH

11 Menerima Izin Hotel, Penginapan, dan Pondokan setelah
menyerahkan Resi ke petugas TU «

Izin Hotel,

Penginapan, dan
Pondokan

10 menit Izin Hotel,

Penginapan, dan
Pondokan diterima

pemohon

4 1' H~ I



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BADAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

KOTA BANJARMASIN

BIDANG PERIZINAN JASA USAHA

DASAR HUKUM:

1. UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Perda Kota Banjarmasin No.33 Tahun
2004 tentang Izin Usaha Restoran,
Rumah Makan, Tempat Makan dan
Jasa Boga.

KETERKAITAN:

1. SOP Pembuatan SKTU

2. SOP Pembuatan 1MB

3. SOP Pembuatan Izin Gangguan/ HO

PERINGATAN:

Apabila tahapan SOP tidak dilaksanakan
dan rekomendasi teknis diterima tidak

tepat waktu maka penyelesaian izin tidak
sesuai dengan waktu yang ditentukan.

NOMOR SOP : SOP-015/BP2TPM

TGL.

PEMBUATAN
JUNI2016

TGL. REVISI

TGL.

EFEKTIF

WALIKOTA BANJARMASIN

DISAHKAN

OLEH
TTD

IBNU SINA

Izin Usaha Restoran, Rumah

NAMA SOP : Makan, Tempat Makan dan
Jasa Boga

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Minimal SMA / Sederajat
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku
3. Mampu mengoperasikan komputer
4. Mampu bekerja sama dalam Tim
5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan

SOP

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. Meja Kursi Petugas
4. Lemari Arsip

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai data elektronik dan
diarsipkan.

Dokumentasi Izin Usaha Restoran, Rumah
Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga yang
dikeluarkan.
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i,.izin usaha restoran; jmah makan, tempat makan da,, jasa boga

No. Kegiatan Pelaksana MutuBaku Keterangan

Pemohon CS FO Tim

Teknis

SKPD

Teknis

Kabid

P1U

Kaban TU Kelengkapan Waktu Output

1. Mencari informasi Izin Usaha Restoran, RM,TM, dan JB

*»_
Informasi Izin Usaha

Restoran, RM, TM, dan

JB

Biaya Rp 0,-

2. Memberikan informasi dan persyaratan Izin Usaha Restoran,
RM,TM, dan JB -

Informasi Izin

Hotel, Penginapan,
dan Pondokan

20

menit

Informasi Izin dan

persyaratan

Waktu

maksimal 7

hari kerja
apabila
persyaratan

lengkap dan
benar

3. Mengajukan permohonan Izin Usaha Restoran, RM, TM,dan
IB

Informasi Izin dan

persyaratan

20

menit

Berkas permohonan

4. Menerima dan memeriksa permohonan dan persyaratan,
apabila ada kesalahan/tidak lengkap maka berkas
dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi. Untuk yang
lengkap maka FOmenginput data ke komputer (pemohon
diberi resi penerimaan berkas) kemudian berkas diserahkan
pada Tim Teknis.

Ti la1»

< •

Berkas

permohonan

20

menit

Berkas pencatatan
dan Resi

Ya

5. Memverifikasi berkas apabila masih belum lengkap
dan benar dikembalikan pada FOuntuk diberitahukan
kepada pemohon beserta alasan. Apabila lengkap dan
benar membuat surat tugas untuk melakukan
peninjauan lapangan dan membuat BAP untuk bahan
SKPD Teknis

Ticak

rti
Berkas

pencatatan dan
Resi

3 hari Surat Tugas, BAP

Ya

6 Membuat rekomendasi untuk menerima atau menolak

untuk penerbitan Izin Usaha Restoran, RM,TM, dan JB
Tidak

Surat Tugas, BAP 2 hari Rekomendasi Teknis

7 Menerima rekomendasi dari SKPD Teknis, apabila
ditolak diinformasikan kepada pemohon beserta
alasannya. Apabila rekomendasi menyetujui,
dibuatkan Izin Usaha Restoran, RM,TM,dan JB untuk

._

Surat Tugas, BAP,
dan

Rekomendasi

SKPD Teknis

1 hari Rekomendasi, Nomor

dan Izin Usaha

Restoran, RM, TM, dan

JB
m,

8 Memeriksa Izin Usaha Restoran, RM,TM, dan JB,jika benar
diparaf dan diteruskan ke Kaban untuk ditandatangani, jika
ada kesalahan dan atau ada permasalahan, dikembalikan ke
Tim Teknis untuk diperbaiki

\t
Rekomendasi,

Nomor dan Izin

Hotel,

Penginapan, dan
Pondokan

220

menit

Izin Usaha Restoran,

RM,TM, dan JByang
diparafTid ak

Yi

9 Menandatangani Izin Usaha Restoran, RM, TM,dan JB serta
menyerahkan ke TU untuk diserahkan ke Pemohon. till

Izin Hotel,

Penginapan, dan
Pondokan yang
diparaf

0,5 hari Izin Usaha Restoran,

RM,TM, dan JByang
ditandatangani Kaban

u
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PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BADAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

KOTA BANJARMASIN

BIDANG PERIZINAN JASA USAHA

DASAR HUKUM:

1. UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Permen PU No. 4 Tahun 2011 Tentang
Pedoman, Persyaratan, Pemberian IUJK
Nasional.

3. Permen PU No. 8 Tahun 2011 Tentang
Pembagian Subklasifikasi dan
Subkualilikasi Usaha Jasa Konstruksi.

4. Perda Kota Banjarmasin No.30 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Banjarmasin No. 14 Tahun
2010 tentang Izin Usaha Jasa
Konstruksi.

KETERKAITAN:

1. SOP Pembuatan SKTU

2. SOP Pembuatan TDP

PERINGATAN:

Apabila tahapan SOP tidak dilaksanakan
dan rekomendasi teknis diterima tidak

tepat waktu maka penyelesaian izin tidak
sesuai dengan waktu yang ditentukan.

NOMOR SOP

TGL.

PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL.

EFEKTTF

DISAHKAN

OLEH

NAMA SOP

SOP-016/BP2TPM

JUNI2016

WALIKOTA BANJARMASIN

TTD

IBNU SINA

Izin Usaha Jasa Konstruksi

(IUJK)

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Minimal SMA / Sederajat
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku
3. Mampu mengoperasikan komputer
4. Mampu bekerja sama dalam Tim
5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan

SOP

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. Meja Kursi Petugas
4. Lemari Arsip

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai data elektronik dan
diarsipkan.

Dokumentasi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
yang dikeluarkan.
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' N USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK) <

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan

Pemohon cs FO Tim

Teknis

SKPD

Teknis

Kabid

PIU

Kaban TU Kelengkapan Waktu Output

1. Mencari informasi IUJK

mm
Informasi IUJK Biaya Rp 0,-

2. Memberikan informasi dan persyaratan IUJK

km
Informasi IUJK Informasi IUJK dan

persyaratan

Waktu

maksimal 7

hari kerja
apabila
persyaratan

lengkap dan
benar

.

3. Mengajukan permohonan IUJK "3L Informasi IUJK
dan persyaratan

Berkas permohonan

4. Menerima dan memeriksa permohonan dan persyaratan,
apabila ada kesalahan/tidak lengkap maka berkas
dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi. Untuk yang
lengkap maka FO menginput data ke komputer (pemohon
diberi resi penerimaan berkas) kemudian berkas diserahkan
pada Tim Teknis.

Berkas

permohonan

20

menit

Berkas pencatatan
dan Resi

llUdK
Ya

5. Memverifikasi berkas apabila masih belum lengkap
dan benar dikembalikan pada FOuntuk diberitahukan
kepada pemohon beserta alasan. Apabila lengkap dan
benar membuat surat tugas untuk melakukan
peninjauan lapangan dan membuat BAP untuk bahan
SKPD Teknis

Tidak

^•

\a

Berkas

pencatatan dan
Resi

2 hari Surat Tugas, BAP

1

6 Membuat rekomendasi untuk menerima atau menolak

untuk penerbitan IUJK Tidak ♦
Surat Tugas, BAP 2 hari Rekomendasi Teknis

7 Menerima rekomendasi dari SKPD Teknis, apabila
ditolak diinformasikan kepada pemohon beserta
alasannya. Apabila rekomendasi menyetujui,
dibuatkan IUJK untuk diteruskan ke Kabid Perizinan
Jasa Usaha

Tidakj mm
Surat Tugas, BAP,
dan

Rekomendasi

SKPD Teknis

1 hari Rekomendasi, Nomor

dan IUJK

8 Mengoreksi IUJK apabila ada kesalahan dikembalikan
pada Tim Teknis untuk diperbaiki apabila benar
memaraf draft IUJKserta diteruskan ke Kaban untuk
ditandatangani.

i Rekomendasi,

Nomor dan IUJK

220

menit

IUJK yang diparaf

^
Yi

9 Menandatangani IUJK serta menyerahkan ke TU untuk
diserahkan ke Pemohon.

IUJK yang diparaf 1 hari IUJKyang
ditandatangani Kaban

10 Memberitahukan pada pemohon untuk pengambilan
IUJK di loketpenyerahan. 1 IUJK yang

ditandatangani
Kaban

10

menit

Resi pengambilan
IUJK dan Pengarsipan

11 Menerima IUJK setelah menyerahkan Resi ke petugas
TU 1E= IUJK 10

menit

IUJKditerima
pemohon

1 fa
A
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PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BADAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

KOTA BANJARMASIN

BIDANG PERIZINAN TERTENTU

DASAR HUKUM:

1. UU No. 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang.

2. UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

3. PP No. 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Perda Kota Banjarmasin No. 5 Tahun
2013 tentang RTRW Kota Banjarmasin.

KETERKAITAN:

PERINGATAN:

Apabila tahapan SOP tidak dilaksanakan
dengan baik, maka akan berdampak pada
waktu penyelesaian.

NOMOR SOP SOP-017/BP2TPM

TGL.

PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL.

EFEKTIF

JUNI2016

WALIKOTA BANJARMASIN

DISAHKAN

OLEH
TTD

IBNU SINA

NAMA SOP Izin Prinsip

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Minimal SMA / Sederajat
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku
3. Mampu mengoperasikan komputer
4. Mampu bekerja sama dalam Tim
5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan

SOP

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. Meja Kursi Petugas
4. Lemari Arsip

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai data elektronik dan
diarsipkan.

Dokumentasi Izin Prinsip yang dikeluarkan.
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IZIN PRINSIP

No. Kegiatan Pelaksana MutuBaku Keterangan

Pemohon cs FO Tim

Teknis

Kabid

Jintu

Kaban TU Kelengkapan Waktu Output

1. Mencari informasi Izin Prinsip mp Informasi Izin

Prinsirj

Biaya Rp 0,-

2. Memberikan informasi dan persyaratan Izin Prinsip

__
•i

Informasi Izin

Prinsip

20

menit

Informasi Izin

Prinsip dan
Waktu maksimal

7 hari kerja
apabila
persyaratan

lengkap dan
benar

.

3. Mengajukan permohonan Izin Prinsip ^ • Informasi Izin

Prinsip dan

persyaratan

20

menit

Berkas

permohonanm, V
4. Menerima dan memeriksa permohonan dan

persyaratan, apabila ada kesalahan/tidak lengkap
maka berkas dikembalikan ke pemohon untuk

Ticak ^_L
Berkas

permohonan

20

menit

Berkas

pencatatan dan
Resi?r Ya

5. Memverifikasi berkas apabila masih belum lengkap
dan benar dikembalikan pada FOuntuk diberitahukan
kepada pemohon beserta alasan. Apabila lengkap dan
benar membuat surat tugas untuk melakukan
peninjauan lapangan dan membuat BAPserta telaahan
hasil peninjauan lapangan kepada Kaban

Tdak X Berkas

pencatatan dan
Resi

220

menit

Surat Tugas,

BAP, Telaahan

Hasil Peninjauan

Lapangan

Permohonan yg
masuk sudah

dilengkapi
Rekomendasi

Dishubkominfo

(untuk Tower
RTS1

^p

6 Memberikan disposisi persetujuan > t Surat Tugas, BAP,
Telaahan Hasil

Peninjauan
Lapangan

Disposisi
Persetujuan

7 Mencetakdraf dokumen Izin Prinsip
mm

Disposisi
Persetujuan

Draf Izin Prinsip

1
8 Mengoreksi draft apabila ada kesalahan dikembalikan

pada Tim Teknis untuk diperbaiki apabila benar
memaraf draft Izin Prinsip serta diteruskan ke Kaban
untuk ditandatangani.

ml Draf Izin Prinsip Draft Izin Prinsip
yang diparaf

9 Menandatangani Izin Prinsip serta menyerahkan ke
TU untuk diserahkan ke Pemohon.

\t Draft Izin Prinsip
yang diparaf

0,5 hari Izin Prinsip yang
ditandatangani
Kaban

o

L31 ^rV



No. Kegiatan 1 Pelaksana 1 Mutu Baku Keterangan

Pemohon CS FO Tim

Teknis

Kabid

fintu

Kaban TU Kelengkapan Waktu Output

T
10 Memberitahukan, Menyerahkan Izin Prinsip ke

Pemohon, menerima resi dan mengarsipkan
Izin Prinsip yang
ditandatangani
Kaban

Resi

pengambilan
Izin Prinsip dan
PenearsiDan+

1
11 Menerimalzin Prinsip setelah menyerahkan Resi ke

petugas TU X Izin Prinsip Izin Prinsip
diterima

pemohon
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PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BADAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

KOTA BANJARMASIN

BIDANG PERIZINAN TERTENTU

DASAR HUKUM:

1. UU No. 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang.

2. UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

3. PP No. 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang.

4. Permen Agraria dan Tata Ruang /
Kepala BPN No. 5 Tahun 2015 Tentang
Izin Lokasi.

5. Perda Kota Banjarmasin No. 5 Tahun
2013 tentang RTRW Kota Banjarmasin.

KETERKAITAN:

PERINGATAN:

Apabila tahapan SOP tidak dilaksanakan
dengan baik, maka akan berdampak pada
waktu penyelesaian.

NOMOR SOP : SOP- 018/BP2TPM

TGL.

PEMBUATAN
JUNI2016

TGL. REVISI

TGL.

EFEKTIF

WALIKOTA BANJARMASIN

DISAHKAN

OLEH
TTD

IBNU SINA

NAMA SOP Izin Lokasi

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Minimal SMA / Sederajat
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku
3. Mampu mengoperasikan komputer
4. Mampu bekerja sama dalam Tim
5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan

SOP

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. Meja Kursi Petugas
4. Lemari Arsip

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai data elektronik dan
diarsipkan.

Dokumentasi Izin Lokasi yang dikeluarkan.



< IZIN LOKASI
(

No. 1 Kegiatan Pelaksana MutuBaku Keterangan

Pemohon CS FO Tim

Teknis

Kabid

lintu

Kaban TU Kelengkapan Waktu Output

1. Mencari informasi Izin Lokasi mim
Informasi Izin Biaya Rp 0,-

2. Memberikan informasidan persyaratan IzinLokasi *h
Informasi Izin

Lokasi

20

menit

Informasi Izin

Lokasi dan

Waktu maksimal

3 hari kerja
apabila
persyaratan

lengkap dan

3. Mengajukan permohonan Izin Lokasi ~J Informasi Izin

Lokasi dan

persyaratan

20

menit

Berkas

permohonan
• 1

4. Menerimadan memeriksa permohonan dan
persyaratan, apabila adakesalahan/tidak lengkap
maka berkas dikembalikan ke pemohon untuk
dilengkapi. Untuk yanglengkap maka FO menginput
data ke komputer (pemohon diberi resi penerimaan
berkas) kemudian berkasdiserahkan padaTim Teknis.

<
L

Berkas

permohonan

20

menit

Berkas

pencatatan dan
Resi

Permohonan yg
masuk sudah

dilengkapi
Pertimbangan
Teknis dari BPN

Ti( ak

r Ya

5. Memverifikasiberkas apabila sudah benar dan
lengkap, memproses draftIzin Lokasi untuk
diteruskan kepada Kabid Perizinan Tertentu

1 idak Berkas

pencatatan dan

Resi

220

menit

Disposisi

6. Mengoreksi apabila adakesalahan dikembalikan pada
TimTeknis untuk diperbaiki dan apabila benar
memaraf draft Izin Lokasi dan meneruskan ke Kaban

Tidac \f Disposisi lhari Draft No dan

DrafSK

7. Menandatangani Izin Lokasi dan meneruskankeTU
untuk diserahkan ke pemohon

aa
Draft Izin Lokasi

yang diparaf
0,5 hari Izin Lokasi yang

ditandatangani
Kaban

8. Memberitahukan, Menyerahkan Izin Lokasi ke
Pemohon, menerima resi dan mengarsipkan

B •
Izin Lokasi yang
ditandatangani
Kaban

Resi

pengambilan
Izin Lokasi dan

PengarsiDan

9. MenerimaIUJK setelah menyerahkan Resike petugas
TU «

Izin Lokasi Izin Lokasi

diterima

pemohon

4 p #



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BADAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

KOTA BANJARMASIN

BIDANG PERIZINAN TERTENTU

DASAR HUKUM:

1.

2.

3.

5.

6.

7.

8.

UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

Perda Kota Banjarmasin No. 14 Tahun
2009 tentang Bangunan Panggung.
Perda Kota Banjarmasin No 2 Tahun
2012 tentang Retribusi 1MB

4. Perda Kota Banjarmasin No. 15 Tahun
2012 Tentang 1MB
Perda Kota Banjarmasin No. 31 Tahun
2012 Tentang Penetapan, Pengaturan
Pemanfaatan Sempadan Sungai dan
Bekas Sungai.
Perda Kota Banjarmasin No. 5 Tahun
2013 Tentang RTRW Kota Banjarmasin.
Perda Kota Banjarmasin No. 6 Tahun
2013 Tentang Perumahan di Kota
Banjarmasin.
Peraturan Walikota Banjarmasin No. 21
Tahun 2015 tentang Garis Sempadan
Bangunan dalam Daerah Kota
Banjarmasin.

KETERKAITAN:

1. SOP Pembuatan Izin Prinsip
2. 2. SOP Pembuatan Izin Lokasi

PERINGATAN:

Apabila tahapan SOP tidak dilaksanakan
dengan baik, maka akan berdampak pada
waktu penyelesaian.

NOMOR SOP : SOP-019/BP2TPM
TGL.

PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL.

EFEKTIF

DISAHKAN

OLEH

NAMA SOP

JUNI2016

WALIKOTA BANJARMASIN

TTD

IBNU SINA

Izin Mendirikan Bangunan
(1MB) Sederhana

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Minimal SMA / Sederajat
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku
3. Mampu mengoperasikan komputer
4. Mampu bekerja sama dalam Tim
5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan

SOP

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. Meja Kursi Petugas
4. Lemari Arsip

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai data elektronik dan
diarsipkan.

Dokumentasi Izin Mendirikan Bangunan (1MB)
yang dikeluarkan.
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IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (1MB) SEDERHANA

No. Kegiatan
Pemohon CS FO Tim

Teknis

Pelaksana

Kabid

Jintu
Kaban TU Pencetak

SKRD

Kelengkapan

MutuBaku

Waktu Output

Keterangan

1. Mencari informasi 1MB ^
Informasi 1MB Biaya Retribusi

2. Memberi informasi persyaratan, tata cara permohonan,
dan formulir 1MB •

Informasi 1MB Persyaratan

1MB

Waktu

penyelesaian 14
hari kerja

3. Mengisi formulir, mengajukan permohonan 1MB
dilampiri persyaratan 1

• Persyaratan
1MB

Berkas

permohonan•
4. Menerima dan memeriksapermohonan dan

persyaratan, apabila tidaklengkap/ada kesalahan maka
berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
Untuk yang lengkap maka diinput datakekomputer
(pemohon diberi resi penerimaan berkas) kemudian
berkas diserahkan pada Tim Teknis.

Ti iak

AK

Berkas

permohonan
15 menit Berkas

permohan
yang sudah
diperiksa FOYa

5. Melakukan peninjauanlapangandan membuat BAP,
apabilatidak memenuhi persyaratan teknis
permohonan ditolak dan apabila BAP menyatakan
memenuhi persyaratan dibuatpeta situasi / lokasi, dan
perhitungan retribusi 1MB untukdiserahkan kepada
Kabid Perizinan Tertentu

T dak
\t

Ya

Berkas

permohan
yang sudah
diperiksa FO

5 hari Berkas yg
diverifikasi

Kabid Jintu

6. Mendisposisi meminta persetujuan kepadaKepala
Badan

Berkas yg
diverifikasi

Kabid Jintu

lhari Draft Surat

Tugas

7. Memberikandisposisi persetujuan, perhitungan
retribusi diserahkan ke Bagian TU

Draft Surat

Tugas
lhari Draft Surat

Tugas diparaf
Kabid Jintu

8. Memberitahu pemohon untukbayarretribusike Bank \' Draft Surat

Tugas diparaf
Kabid Jintu

1 hari Surat Tugas
Tanda Tangan
Kaban

9. Membuat SKRD (apabilapemohonakan membayar)
u • •

Surat Tugas
Tanda Tangan

Kaban

15 menit BAP Pembayaran
retribusi paling
lambat 7 hari

kerja sejak
pemberitahuan

.

*

£
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PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BADAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

KOTA BANJARMASIN

BIDANG PERIZINAN JASA USAHA

DASAR HUKUM:

1. UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

3.

4. Perda Kota Banjarmasin No. 16 Tahun
2014 tentang Izin Penyelenggaraan
Reklame.

5. Peraturan Walikota Banjarmasin No. 19
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan dan Pengelolaan Pajak
Reklame

KETERKAITAN:

1. SOP Pembuatan SKTU

2. SOP Pembuatan 1MB

PERINGATAN:

Apabila tahapan SOP tidak dilaksanakan
dan rekomendasi teknis diterima tidak
tepat waktu maka penyelesaian izin tidak
sesuai dengan waktu yang ditentukan.

NOMOR SOP SOP-020/BP2TPM

TGL.

PEMBUATAN
JUNI2016

TGL. REVISI

TGL.

EFEKTIF

WALIKOTA BANJARMASIN

DISAHKAN

OLEH
TTD

IBNU SINA

NAMA SOP Izin Reklame

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Minimal SMA / Sederajat
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku
3. Mampu mengoperasikan komputer
4. Mampu bekerja sama dalam Tim
5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan

SOP

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. Meja Kursi Petugas
4. Lemari Arsip

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai data elektronik dan
diarsipkan.

Dokumentasi Izin Reklame yang dikeluarkan.

7$ A
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IZIN REKLAME( KURANG DARI 15 TITIK REKLAME)

No. Kegiatan Pelaksana MutuBaku Keterangan

Pemohon cs FO Tim

Teknis

Dispenda Kabid Jasu Kaban TU Pencetak

SKRD

Kelengkapan Waktu Output

1. Mencari informasi Izin Reklame

*
Informasi Izin

Rekleme

Biaya

Retribusi

2. Memberi informasi persyaratan, tata cara permohonan,
dan formulir Izin Reklame

•i
Informasi Izin

Rekleme

20 menit Persyaratan
Izin Rekleme

Waktu

penyelesaian
12 hari kerja
apabila
persyaratan

lengkap dan
benar

alH

3. Mengisi formulir, mengajukan permohonan Izin Reklame
dilampiri persyaratan

• • Persyaratan
Izin Reklame

20 menit Berkas

permohonan^ w
4.

Menerima dan memeriksapermohonan dan persyaratan,
apabila tidak lengkap /ada kesalahan maka berkas
dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi. Sedangkan
yang lengkap dan benar FO menginput data ke
komputer (pemohon diberi Resi penerimaan berkas)
kemudianberkas diserahkan pada TimTeknis.

Ti lak

4 •

Berkas

permohonan
20 menit Berkas

permohan
yang sudah

diperiksa FOYa

5.

Memverifikasi berkas apabila belum lengkap dan benar
dikembalikan pada FO untuk dibertahukan kepada
pemohon beserta alasannya dan apabila sudah lengkap
dan benar Tim Teknis membuat Surat Tugas untuk
melakukan peninjaun lapangan dan membuat BAP
sebagai bahanpembuatan rekomendasi SKPD Teknis.

Tidak
V

Ya

Berkas

permohan
yang sudah
diperiksa FO

2 hari BAP dan bahan

rekom teknis

6. Rekomendasi SKPD Teknis tidak menyetujui
diinformasikan kepada pemohon disertai dengan alasan
apabila Rekomendasi SKPD Teknis menyetujui
diserahkan kepada Dispenda untuk perhitungan
pajaknya

• •
BAP dan bahan

rekom teknis

6 hari Rekom Teknis

•

7. Memberitahukan pemohon untuk melakukan
pengambilan perhitungan Pajak Daerah kepada
Dispenda

|-
Rekom Teknis 1 hari Perhitungan

Pajak Daerah

8.
MencetakSurat Ketetapan Pajak Daerah(SKPD)

g •
Perhitungan

Pajak Daerah
1 hari SKRD

9. Membayar ke Bank dan mendapatkan cap stempel lunas
dari Bank. *

u

SKRD 15 menit SKRD dan

Bukti Lunas

Bank

m subbtg. Pen ldangin Kibig. iku Kepala S ,PD
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(
IZIN REKLAME (LEBIH DARI 15 TITIK REKLAME)

No. Kegiatan Pelaksana MutuBaku Keterangan

Pemohon cs FO Tim

Teknis

Dispenda Kabid Jasu Kaban TU Pencetak

SKRD

Kelengkapan Waktu Output

1. Mencari informasi Izin Reklame

_S
Informasi Izin

Rekleme

Biaya
Retribusi

2. Memberi informasi persyaratan, tata cara permohonan,
dan formulir Izin Reklame •

Informasi Izin

Rekleme

20 menit Persyaratan
Izin Rekleme

Waktu

penyelesaian
17 hari kerja
apabila
persyaratan

3. Mengisi formulir, mengajukan permohonan Izin Reklame
dilampiri persyaratan 1*

Persyaratan

Izin Reklame

20 menit Berkas

permohonan

4. Menerima dan memeriksa permohonan dan persyaratan,
apabila tidak lengkap /ada kesalahan maka berkas
dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi. Sedangkan
yang lengkap dan benar FO menginput data ke
komputer (pemohon diberi Resi penerimaan berkas)
kemudian berkas diserahkan pada Tim Teknis.

Ti lak

\t

Berkas

permohonan
20 menit Berkas

permohan
yang sudah
diperiksa FO

Ya

5.

Memverifikasi berkas apabila belum lengkap dan benar
dikembalikan pada FO untuk dibertahukan kepada
pemohon beserta alasannya dan apabila sudah lengkap
dan benar Tim Teknis membuat Surat Tugas untuk
melakukan peninjaun lapangan dan membuat BAP
sebagai bahan pembuatan rekomendasi SKPD Teknis.

Tidak
\t

Ya

Berkas

permohan
yang sudah
diperiksa FO

2 hari BAP dan bahan

rekom teknis

6. Rekomendasi SKPD Teknis tidak menyetujui
diinformasikan kepada pemohon disertai dengan alasan
apabila Rekomendasi SKPD Teknis menyetujui
diserahkan kepada Dispenda untuk perhitungan
pajaknya

••
BAP dan bahan

rekom teknis

10 hari Rekom Teknis

7. Memberitahukan pemohon untuk melakukan

pengambilan perhitungan Pajak Daerah kepada
Dispenda

• •
Rekom Teknis 1 hari Perhitungan

Pajak Daerah
•r

8.
Mencetak Surat Ketetapan Pajak Daerah(SKPD)

_J
• •

Perhitungan
Pajak Daerah

1 hari SKRD

9.
Membayar ke Bank dan mendapatkan cap stempel lunas
dari Bank. |" L

SKRD 15 menit SKRD dan

Bukti Lunas

Bank

at
Kiiiubbae. Pcrnadaagaa

i
Kabig Hukuio KtPalaSKPD

A.
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No. Kegiatan Pelaksana MutuBaku Keterangan

Pemohon cs FO Tim

Teknis

Dispenda Kabid Jasu Kaban TU Pencetak

SKRD

Kelengkapan Waktu Output

M.
10

Mencetak Izin Reklame setelah ada bukti lunas dari Bank aali SKRD dan

Bukti Lunas

Bank

30 menit Draf Izin

Reklame

T11 Mengoreksi Ijin Reklame apabila ada kesalahan
dikembalikan pada Tim Teknis apabila sudah benar
memaraf Izin Reklame serta meneruskan ke Kaban

untuk ditandatangani.

\ A L Draf Izin

Reklame

1 hari Draf Izin

Reklame

diparaf Kabid
V

12

Menandatangani Izin serta menyerahkan ke Bagian TU
untuk diserahkan ke Pemohon.

Draf Izin

Reklame

diparaf Kabid

1 hari Izin Reklame

13 Memberitahukan pada pemohon untuk pengambilan Izin
di loket penyerahan.

• L Izin Reklame 10 menit Izin Reklame

!~ •
14

Pemohon menerima Izin setelah menyerahkan resi w Izin Reklame 10 menit Resi dan

pengarsipan

I - >iubb*g- Ptrnadaagaa Kabag. Hak KepiliSKPD
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PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BADAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

KOTA BANJARMASIN

BIDANG PERIZINAN JASA USAHA

DASAR HUKUM:

1. UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

3. Perda Kota Banjarmasin No. 16 Tahun
2014 tentang Izin Penyelenggaraan
Reklame.

4. Peraturan Walikota Banjarmasin No. 19
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan dan Pengelolaan Pajak
Reklame

KETERKAITAN:

PERINGATAN:

Apabila tahapan SOP tidak dilaksanakan
dan rekomendasi teknis diterima tidak
tepat waktu maka penyelesaian izin tidak
sesuai dengan waktu yang ditentukan.

NOMOR SOP : SOP-021/BP2TPM
TGL.

PEMBUATAN
JUNI2016

TGL. REVISI

TGL.

EFEKTIF

WALIKOTA BANJARMASIN

DISAHKAN

OLEH
TTD

IBNU SINA

NAMA SOP
Izin Pemasangan Spanduk,

Umbul-Umbul, Banner

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Minimal SMA / Sederajat
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku
3. Mampu mengoperasikan komputer
4. Mampu bekerja sama dalam Tim
5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan

SOP

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. Meja Kursi Petugas
4. Lemari Arsip

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai data elektronik dan
diarsipkan.

Dokumentasi Izin Pemasangan Spanduk,
Umbul-Umbul, Banner yang dikeluarkan.

KiiU&Dig. Ptrundangan

A
m'j-k alii •'.cpillSkPb
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IZIN PEMASi GAN SPANDUK, UMBUL-UMBUL,L-iNNER

No. Kegiatan Pelaksana MutuBaku Keterangan

Pemohon cs FO Tim Teknis Dispenda Bank Kabid JASU Kaban TU Kelengkapan Waktu Output

1. Mencarl informasi Izin Pemasangan Spanduk, Umbul-Umbul,
Banner

• P
Informasi Izin

Pemasangan

Spanduk, Umbul-

Umbul, Banner

Biaya Retribusi

1
2. Memberi informasi persyaratan, tata cara permohonan,dan

formulir Izin Pemasangan Spanduk, Umbul-Umbul, Banner all Informasi Izin

Pemasangan
Spanduk, Umbul-
Umbul, Banner

20 menit Persyaratan Izin
Pemasangan

Spanduk, Umbul-
Umbul, Banner

Waktu

penyelesaian 3
hari kerja

3. Mengisi formulir, mengajukan permohonan Izin Pemasangan
Spanduk, Umbul-Umbul, Banner dilampiri persyaratan 1

U Persyaratan Izin
Pemasangan
Spanduk, Umbul-
Umbul, Banner

20 menit Berkas

permohonanI

4. Menerima dan memeriksa permohonan dan persyaratan, apabila
ada kesalahan/tidak lengkapmaka berkas dikembalikanke
pemohon untukdilengkapi. Untuk yanglengkap makaFO
menginput datakekomputer (pemohon diberi resipenerimaan
berkas) kemudian berkas diserahkan padaTim Teknis.

Tdak

i
L Ya

Berkas permohonan 15 menit Berkas permohan
yang sudah
diperiksa FO

r
5. Memverifikasiberkas apabila masih belum lengkap dan benar

dikembalikan padaFO untukdiberitahukan kepadapemohon
beserta alasan.Apabila lengkapdan benar memberitahukan
kepadapemohon untukmembayar pajak

T dak
\f

Ya

Berkas permohan
yang sudah
diperiksa FO

0.5 hari Berkas yg
diverifikasi dan

pemberitahuan

^
6. Menghitung dan membuatkan Surat Ketetapan Pajak Daerah /

SKPD ajai
Berkas yg
diverifikasi dan

pemberitahuan

lhari Berkas dan SKPD

7. Membayar keBank danmendapatkan cap stempel lunas dariBank

•a

T
Berkas dan SKPD 30 menit Berkas dan SKPD

yang telah dicap
lunas Bank

a



No. Kegiatan Pelaksana { Mutu Baku Keterangan

Pemohon CS FO Tim Teknis Dispenda Bank Kabid JASU Kaban TU Kelengkapan Waktu Output

?
8. MencetakIzin Pemasangan Spanduk, Umbul-umbuldan banner

setelahadabuktipembayaran dari Bank dan meneruskan kepada
Kabid Perizinan jasa Usaha

pjm

Berkas dan SKPD

yang telah dicap
lunas Bank

60 menit Izin Pemasangan

Spanduk, Umbul-
umbul dan bannerm, •

9. Mengoreksi Izin apabila adakesalahan dikembalikan padaTim
Teknisuntuk diperbaiklapabilasudah benar memaraf Izinserta
meneruskan ke Kaban untuk ditandatangani.

•^ Izin Pemasangan
Spanduk, Umbul-
umbul dan banner

60 menit Izin Pemasangan

Spanduk, Umbul-
umbul dan banner

yang diparaf

L-

10. Menandatangani Izin Pemasangan Spanduk, Umbul-Umbul,
Banner serta menyerahkan ke TU untuk diserahkan ke Pemohon. n •

Izin Pemasangan
Spanduk, Umbul-

umbul dan banner

yang diparaf

0.5 hari Izin Pemasangan

Spanduk, Umbul-

umbul dan banner

yang

ditandatangani

• •

11 Menyerahkan SK Izin Pemasangan Spanduk, Umbul-Umbul,
Banner V

Izin Pemasangan
Spanduk, Umbul-
umbul dan banner

yang

ditandatangani

10 menit Izin Pemasangan

Spanduk, Umbul-
Umbul, Banner dan

Pengarsipan

12 MenerimaSKIzin Pemasangan Spanduk, Umbul-Umbul, Banner

••
SKIzin Pemasangan
Spanduk, Umbul-

Umbul, Banner

10 menit SK Izin Pemasangan

Spanduk, Umbul-

Umbul, Banner

diterima pemohon

Kaiabbsg. ?eroBdangui

4
Kabag. Hakim KepaiaSKPD
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PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BADAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

KOTA BANJARMASIN

BIDANG PERIZINAN TERTENTU

DASAR HUKUM:

1. UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

2. UU No.32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

3. Permendagri No. 15 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penetapan Izin Gangguan di
Daerah

4. Perda Kota Banjarmasin No 10 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Izin
Ganguan di Kota Banjarmasin

5. Perda Kota Banjarmasin No. 24 Tahun
2012 tentang Retribusi Izin Gangguan.

KETERKAITAN:

1. SOP Pembuatan SKTU

PERINGATAN:

Apabila tahapan SOP tidak dilaksanakan
dengan baik, maka akan berdampak pada
waktu penyelesaian.

NOMOR SOP : SOP-022/BP2TPM

TGL.

PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL.

EFEKTIF

DISAHKAN

OLEH

NAMA SOP

JUNI2016

WALIKOTA BANJARMASIN

TTD

IBNU SINA

Izin Gangguan/HO

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Minimal SMA / Sederajat
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku
3. Mampu mengoperasikan komputer
4. Mampu bekerja sama dalam Tim
5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan

SOP

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. Meja Kursi Petugas
4. Lemari Arsip

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan
diarsipkan.

sebagai data elektronik dan

Dokumentasi

dikeluarkan.

Izin Gangguan /HO yang

abbaa Ptrundangan

A ~3T
t.tfi.i yit^
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<
IZIN GANGGUAN / HO

<

<0. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan

Pemohon CS FO Tim

Teknis

TU Pencetak

SKRD

Kabid

Jintu

Kaban Kelengkapan Waktu Output

1. Mencari informasi Izin HO ^_ Informasi Izin

HO

Biaya

Retribusi

2. Memberi informasi persyaratan, tata cara permohonan,
dan formulir Izin HO m Informasi Izin

HO

Persyaratan Izin
HO

Waktu

penyelesaian 8
hari kerja^^

3. Mengisi formulir, mengajukan permohonan Izin HO
dilampiri persyaratan

Persyaratan Izin
HO

Berkas

permohonan

4. Menerima dan memeriksa permohonan dan persyaratan,
apabila ada kesalahan/tidak lengkap maka berkas
dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi. Untuk yang
lengkap maka FO menginput data ke komputer
(pemohon diberi resi penerimaan berkas) kemudian
berkas diserahkan pada Tim Teknis.

r'A\ iak

L

Berkas

permohonan

20 menit Berkas

permohan yang
sudah diperiksa
FOW ia

5. Memverifikasi berkas apabila lengkap dan benar
membuat surat tugas untuk melakukan pemeriksaan
lapangan dan pembuatan BAP

T dak

4 Ya

Berkas

permohan yang
sudah diperiksa
FO

5 hari Surat Tugas, BAP

<W
6. Memberitahukan ke Bagian TU untuk menginformasikan

kepada pemohon.
\

Surat Tugas, BAP 15 menit Pemberitahuan

7. Memberitahu pemohon untuk bayar retribusi ke Bank
apabila permohonan diterima. Apabila ditolak,
diberitahukan alasannya.

gm
Pemberitahuan 15 menit Pemberitahuan Paling lama 7

hari kerja
setelah

pemberitahuan
, jika dibayar
dibuatkan

SKRD

8. Membuat SKRD (apabila pemohon akan membayar) ""<y Pemberitahuan

dan bukti resi

permohonan

15 menit SKRD

b
KasnbbafcPerondaaigM

4
Kabag. Hakim KepaUSKPD
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No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku

Pemohon cs FO Kabid Jintu Tim Teknis Kaban SKPD

Teknis

TU Pencetak SKRD Kelengkapan Waktu Output

?
9. Membayar di Bank dan menerima bukti bayar retribusi

untuk selanjutnya diserahkan ke Pencetak SKRD • L-

SKRD yang telah
dicap lunas oleh
bank

30 menit SKRD yang telah
dibayar dan BAP

I
10. Menerima bukti pembayaran dan menyerahkan ke Tim

Teknis untuk membuatkan draft SK Izin HO • i
BAP dan Draft

Surat

Rekomendasi

SKPD Teknis

1 hari Surat

Rekomendasi,

Tanda Tangan

11 Membuat draft SK Izin HO SKRD yang telah
dibayar dan BAP

30 menit Draft SK Izin HO

Tidak

Ya

12 Meneliti Izin HO, jika setuju diparaf dan diteruskan ke
Kaban,jika tidak setuju didisposisi ke Teknis untuk
diperbaiki

Draft SK Izin HO 1 hari Draft SK Izin HO

yang telah
diparaf Kabid

^
13 Menandatangani Izin HOdan mendistribusikan ke TU

untuk ditindaklanjuti
\ i Draft SK Izin HO

yang telah
diparaf Kabid

60 menit SK Izin HO

Tanda Tangan
Kaban

14 Pengarsipan dan penyerahan SK Izin HO

4 L SK Izin HO

Tanda Tangan

Kaban

15 menit Izin HO dan

Pengarsipan

15 Menerima Izin HO

dL Izin HO Izin HO diterima

pemohon

r-
I »ubl-ag. Pernndangan

?
Kabag. "ukum hepmSKPD

&.



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BADAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

KOTA BANJARMASIN

BIDANG PERIZINAN TERTENTU

DASAR HUKUM:

1. UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

2. UU No.32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

3. Permendagri No.27 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penetapan Izin Gangguan di
Daerah.

4. Perda Kota Banjarmasin No. 10 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Izin
Gangguan di Kota Banjarmasin
Perda Kota Banjarmasin No.24 Tahun
2012 tentang Retribusi Izin Gangguan.

KETERKAITAN:

1. SOP Pembuatan SKTU

PERINGATAN:

Apabila tahapan SOP tidak dilaksanakan
dengan baik, maka akan berdampak pada
waktu penyelesaian.

NOMOR SOP : SOP-023/BP2TPM

TGL.

PEMBUATAN
JUNI2016

TGL. REVISI

TGL.

EFEKTIF

WALIKOTA BANJARMASIN

DISAHKAN

OLEH
TTD

IBNU SINA

Izin Penumpukan Barang

NAMA SOP : (Penumpukan Bahan Bakar
Minyak dan Gas)

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Minimal SMA / Sederajat
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku
3. Mampu mengoperasikan komputer
4. Mampu bekerja sama dalam Tim
5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan

SOP

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. Meja Kursi Petugas
4. Lemari Arsip

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai data elektronik dan
diarsipkan.

Dokumentasi Izin Penumpukan Barang
(Penumpukan Bahan Bakar Minyak dan Gas)
yang dikeluarkan.

Kiiubbag. Pcrnmfanga KtpalaSlEU

A A
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IZIN PENUMPUKAN BARANG (PENUMPUKAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN GAS)

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan

Pemohon cs FO Kabid JINTU Tim Teknis Kaban Setban Kelengkapan Waktu Output

1. Mencari informasi Izin Penumpukan Barang ^
Informasi Izin

Penumpukan Barang
Biaya Rp0,-

2. Memberikan informasi dan persyaratan Izin
Penumpukan Barang m

Informasi Izin

Penumpukan Barang
20 menit Informasi Izin

Penumpukan Barang
dan persyaratan

Waktu 14 hari kerja

3. Mengajukan permohonan Izin Penumpukan
Barang

• •
Informasi Izin

Penumpukan Barangdan
persyaratan

20 menit Berkaspermohonan

m, •

4. Menerima berkas permohonan dan
memeriksa persyaratan jika lengkap di
terima kemudian berkas didistribusikan ke
Kabid untuk diproses selanjutnya (pemohon
diberi Resi Tanda Terima berkas). Jika
tidak lengkap dikembalikan ke pemohon
untuk dilengkapi

A

Berkaspermohonan 20 menit Berkaspencatatandan
Resi

lidak

K

Ya

5. Memverifikasi permohonan jika benar
didisposisi ke TimTeknis untuk
pemeriksaan lapangan, jikaada kesalahan
data dikembalikan ke FO untuk

ditindaklanjuti.

Tidak V

Ya

Berkas pencatatan dan
Resi

1 hari Disposisi pemeriksaan
lapangan

6. Pemeriksaan lapangan, pembuatan BAP,
Rekomendasi, Cetak Draft Nomor dan Draft
Izin Penumpukan Barang untuk diparaf
Kabid (untuk permohonan yang disetujui,
yang tidak disetujui dikembalikan ke Kabid
untuk menindaklanjuti)

••
Disposisi pemeriksaan
lapangan

10 hari BAP Lapangan,
Rekomendasi, Draft
Nomor dan Draft Izin

Izin Penumpukan Barang

o

Km bbag. Pcrundtncu Kabag Hokum Kepala SKPD

4 p.
A"/•
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No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan

Pemohon CS FO Kabid JINTU Tim Teknis Kaban Setban Kelengkapan Waktu Output

•L»w 1

7. Memeriksa draft Izin Penumpukan Barang,
jika benar diparaf dan diteruskan ke Kaban
untuk ditandatangani, jika ada kesalahan
dan atau ada permasalahan, dikembalikan
ke Tim Teknis untuk diperbaiki

JL
BAP Lapangan,
Rekomendasi, Draft

Nomor dan Draft Izin

Penumpukan Barang

1 hari Draft Izin Penumpukan
Barang yang diparaf

1
Ya

8. Memeriksa draft Izin Penumpukan Barang
jika benar ditandatangani dan
didistribusikan ke Sekretariat, jika salah
dikembalikan ke Kabid

V Draft Izin Penumpukan
Barang yangdiparaf

lhari Izin Penumpukan
Barang yang
ditandatangani Kaban

Tidak fa

9. Menyerahkan Izin Penumpukan Barangke
Pemohon dan mengarsipkan HB

Izin Penumpukan Barang
yangditandatangani
Kaban

1 hari Resi pengambilan Izin
Penumpukan Barang
danarsip

10. Menerima Izin Penumpukan Barang
setelah menyerahkan Resi ke petugas TU »

Izin Penumpukan Barang 10 menit Izin Penumpukan
Barang diterima
pemohon

Juaubbag. Pernndangaa

i
Kabag. Hakum

~^
..;.'i.. SKP;1
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PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BADAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

KOTA BANJARMASIN

BEDANG PERIZINAN JASA USAHA

DASAR HUKUM:

1. UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Perda Kota Banjarmasin No.37 Tahun
2004 tentang Retribusi Izin Usaha
Media Elektronik Informasi dan

Komunikasi.

KETERKAITAN:

1. SOP Pembuatan SKTU

PERINGATAN:

Apabila tahapan SOP tidak dilaksanakan
dengan baik, maka akan berdampak pada
waktu penyelesaian.

NOMOR SOP : SOP-024/BP2TPM

TGL.

PEMBUATAN
JUNI2016

TGL. REVISI

TGL.

EFEKTIF

WALIKOTA BANJARMASIN

DISAHKAN

OLEH
TTD

IBNUSINA

Izin Usaha Media Elektronik

NAMA SOP : Informasi dan Komunikasi

(IUMEIK)

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Minimal SMA / Sederajat
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku
3. Mampu mengoperasikan komputer
4. Mampu bekerja sama dalam Tim
5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan

SOP

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. Meja Kursi Petugas
4. Lemari Arsip

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai data elektronik dan
diarsipkan.

Dokumentasi Izin Usaha Media Elektronik
Informasi dan Komunikasi (IUMEIK) yang
dikeluarkan.

fowbbafc i'eruDdangin Kabag. Hukum

zr^r
KtpalaSKPD
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IZIN USAHA MEf ELEKTRONIK INFORMASI DAN KOMUNIKA^ JMEIK)

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan

Pemohon cs FO Tim

Teknis

Kabid Jasu Kaban TU Kelengkapan Waktu Output

1. Mencari informasi Izin Usaha Media Elektronik
Informasi dan Komunikasi (IUMEIK] Oft

Informasi

IUMEIK

Biaya Rp 0,-

2. Memberikan informasi dan persyaratan 1UEMIK

-

Informasi

IUMEIK

20

menit

Informasi

IUMEIK dan

persyaratan

3. Mengajukan permohonan IUMEIK
a •

Informasi

IUMEIK dan

persyaratan

20

menit

Berkas

permohonan
Permohonan

sudah

dilengkapi
rekomendasi

teknis dari

4. Menerima dan memeriksa permohonan dan
persyaratan, apabila adakesalahan/tidak lengkap
maka berkas dikembalikan ke pemohon untuk
dilengkapi. Untukyang lengkap maka FO menginput
data ke komputer (pemohon diberi resi penerimaan
berkas)kemudian berkasdiserahkanpadaTimTeknis.

4 L

Berkas

permohonan

20

menit

Berkas

pencatatan dan
Resi

Waktu maksimal

3 hari kerja
apabila
persyaratan

lengkap dan
benar

7 r

5. Memverifikasiberkas apabila sudah benar dan
lengkap, memproses draft IUMEIK untukditeruskan
kepadaKabid Perizinan fasaUsaha

4 L
Berkas

pencatatan dan
Resi

20

menit

Disposisi, Draft
Nomor dan Draft

IUMEIK^r 1
6. Mengoreksi apabila ada kesalahandikembalikan pada

Tim Teknis untuk diperbaiki dan apabila benar
memaraf draft IUMEIKdan meneruskan ke Kaban

X Disposisi, Draft
Nomor dan Draft

IUMEIK

lhari Draf IUMEIK

^p

7. Menandatangani IUMEIK dan meneruskan ke TU
untuk diserahkan ke pemohon

Draf IUMEIK lhari Draft IUMEIK

yang diparafI
8. Memberitahukan, Menyerahkan IUMEIK ke Pemohon,

menerima resi dan mengarsipkan ±
Draft IUMEIK

yang diparaf
30

menit

IUMEIKyang
ditandatangani

Kaban

9 Menerima IUMEIK setelah menyerahkan Resi ke
petugas TU db

IUMEIK Izin IUMEIK

diterima

pemohon

Kaaubbag. Pernndangta

4
Kabag. Hokum

Z*
Kepala SKPD
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PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BADAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

KOTA BANJARMASIN

BIDANG PERIZINAN JASA USAHA

DASAR HUKUM:

1. UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Perda Kota Banjarmasin No. 19 Tahun
2011 tentang Usaha Penyelenggaraan
Kegiatan Hiburan dan Rekreasi.

KETERKAITAN:

1. SOP Pembuatan SKTU

2. SOP Pembuatan Izin Gangguan/ HO

PERINGATAN:

Apabila tahapan SOP tidak dilaksanakan
dan rekomendasi teknis diterima tidak
tepat waktu maka penyelesaian izin tidak
sesuai dengan waktu yang ditentukan.

NOMOR SOP : SOP-025/BP2TPM
TGL.

PEMBUATAN
JUNI2016

TGL. REVISI

TGL.

EFEKTIF

WALIKOTA BANJARMASIN

DISAHKAN

OLEH
TTD

IBNU SINA

NAMA SOP
Izin Usaha Hiburan dan

Rekreasi

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Minimal SMA / Sederajat
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku
3. Mampu mengoperasikan komputer
4. Mampu bekerja sama dalam Tim
5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan

SOP

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. Meja Kursi Petugas
4. Lemari Arsip

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai data elektronik dan
diarsipkan.

Dokumentasi Izin Usaha Hiburan dan Rekreasi
yang dikeluarkan.

{5
ibbag. f'erundan Kabag. Malumierunaangan ftabag. Haku

r 3t
Kepala iKPD
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No.

2.

3.

Kegiatan

Mencari informasi Izin Usaha Hiburan dan Rekreasi

Memberikan informasi dan persyaratan Izin Usaha
Hiburan dan Rekreasi

Mengajukan permohonan Izin Usaha Hiburan dan
Rekreasi

Menerima berkas permohonan dan memeriksa
persyaratan jika lengkap di terimakemudian berkas
didistribusikan ke Kabid untuk diproses selanjutnya
(pemohon diberi Resi Tanda Terima berkas). Jika
tidaklengkap dikembalikan ke pemohonuntuk
dilfinehapi
Memverifikasi berkasapabilalengkapdan benar
membuat surat tugas untuk melakukan pemeriksaan
lapangan, pembuatan BAP danbahanrekomendasi
SKPD Teknis
Membuat rekomendasi teknis untuk menerima atau
menolak,kemudian diserahkan kembali kepada Tim
Teknis ______^
Menerima rekomendasi dari SKPDTeknis, apabila
ditolak diinformasikan kepada pemohon beserta
alasannya. Apabila rekomendasi menyetujui,
dibuatkan draft Izin Usaha Hiburan dan Rekreasi
untuk diteruskan ke Kabid Pprisinan lasa Usaha
Memeriksa draft Izin Usaha Hiburan dan Rekreasi, jika
benar diparafdan diteruskanke Kaban untuk
ditandatangani, jikaada kesalahandan atau ada
permasalahan, dikembalikan keTim Teknis untuk
diperbaiki

Menandatangani draft IzinUsahaHiburan dan
Rekreasi, jikabenar ditandatangani dan
didistribusikan ke TU, jika salah dikembalikan ke
Kabid

' N USAHA HIBURAN DAN REKREASI

Pemohon CS

;=*

••

Ticak

FO

Pelaksana

Tim

Teknis

Kabid Jasu

4-1
tidak \t

V

*»

Kaban

1 T MutuBaku

TU Kelengkapan Waktu

Informasi Izin

Usaha Hiburan &

Rekreasi

Informasi Izin

Usaha Hiburan

Rekreasi dan

persyaratan

Berkas

permohonan

Berkas

pencatatan dan
Resi

Surat Tugas, BAP,
dan Bahan

Rekomendasi

Surat Tugas, BAP,
dan

Rekomendasi

SKPD Teknis

BAP Lapangan,
Rekomendasi,

Draft Nomor dan

Draft Izin Usaha

Hiburan &

Rekreasi

Draft Izin Usaha

Hiburan &

Rekreasi yang
diparaf

20

menit

20

menit

20

menit

3 hari

3 hari

60 menit

lhari

0,5 hari

Output

Informasi Izin

Usaha Hiburan &

Rekreasi

Informasi Izin

Usaha Hiburan &

Rekreasi dan

persyaratan

Berkas

permohonan

Berkas

pencatatan dan
Resi

Surat Tugas,
BAP, dan Bahan

Rekomendasi

Rekomendasi

Teknis

Rekomendasi,

Draft Nomor dan

Draft Izin Usaha

Restoran, RM,

TM.danIB

Draft Izin Usaha

Hiburan &

Rekreasi yang
diparaf

Izin Usaha

Hiburan &

Rekreasi yg
ditandatangani

Kaban

Keterangan

Biaya Rp 0,-

Waktu maksimal

7 hari kerja
apabila
persyaratan

lengkap dan
benar



No. Kegiatan Pelaksana ( MutuBaku Keterangan

Pemohon V FO Tim

Teknis

Kabid Jasu Kaban Tb Kelengkapan Waktu Output

P
10 Memberitahukan, Menyerahkan Izin Usaha Hiburan

dan Rekreasi ke Pemohon dan mengarsipkan
L Izin Usaha

Hiburan &

Rekreasi yang
ditandatangani
Kaban

Resi

pengambilan
Izin Usaha

Hiburan &

Rekreasi dan

Pengarsipan

.•••

11 Menerima Izin Usaha Hiburan dan Rekreasi setelah
menyerahkan Resi ke petugasTU

Izin Usaha

Hiburan &

Rekreasi

Izin Usaha

Hiburan &

Rekreasi

diterima

pemohon

Kaaubbag, PemndaBgaa

4
Kabag. Hakum

P
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PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BADAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

KOTA BANJARMASIN

BIDANG PERIZINAN JASA USAHA

DASAR HUKUM:

1. UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Perda Kota Banjarmasin No. 19 Tahun
2011 tentang Usaha Penyelenggaraan
Kegiatan Hiburan dan Rekreasi.

KETERKAITAN:

1. SOP Pembuatan SKTU

2. SOP Pembuatan Izin Gangguan/ HO

PERINGATAN:

Apabila tahapan SOP tidak dilaksanakan
dengan baik, maka akan berdampak pada
waktu penyelesaian.

NOMOR SOP

TGL.

PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL.

EFEKTIF

DISAHKAN

OLEH

NAMA SOP

SOP- 026/BP2TPM

JUNI2016

WALIKOTA BANJARMASIN

TTD

IBNU SINA

Izin Usaha Hiburan dan

Rekreasi Insidentil

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Minimal SMA / Sederajat
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku
3. Mampu mengoperasikan komputer
4. Mampu bekerja sama dalam Tim
5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan

SOP

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. Meja Kursi Petugas
4. Lemari Arsip

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai data elektronik dan
diarsipkan.

Dokumentasi Izin Usaha Hiburan dan Rekreasi
Insidentil yang dikeluarkan.

Kjuubbag. Pernndangan

A
Kabig, Hiking

W
KepaliSKPD
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IZIN( \HA HIBURAN DAN REKREASI INSIDENTIL
No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan

Pemohon CS FO Tim

Teknis

Kabid Jasu Kaban TU Kelengkapan Waktu Output

1. Mencari informasi Izin Usaha Hiburan dan Rekreasi

Insidentil

Informasi Izin

Hiburan &

Rekreasi

Insidentil

Biaya Rp 0,-

2. Memberikan informasi dan persyaratan Izin Usaha
Hiburan dan Rekreasi Insidentil

Informasi Izin

Hiburan &

Rekreasi

Insidentil

20

menit

Informasi Izin

Hiburan &

Rekreasi

Insidentil dan

Waktu maksimal

3 hari kerja
apabila
persyaratan

lengkap dan
benar

i
3. Mengajukan permohonan Izin Usaha Hiburan dan

Rekreasi Insidentil •L Informasi Izin

Hiburan &

Rekreasi

Insidentil dan

20

menit

Berkas

permohonan

4. Menerima dan memeriksa permohonan dan
persyaratan, apabila ada kesalahan/tidak lengkap
maka berkas dikembalikan ke pemohon untuk
dilengkapi. Untukyang lengkap maka FOmenginput
data ke komputer (pemohon diberi resi penerimaan
berkas) kemudian berkas diserahkan pada Tim Teknis.

•
Ti(

Berkas

permohonan
20

menit

Berkas

pencatatan dan
Resi•

ak

5. Memverifikasi berkas apabila sudah benar dan
lengkap, memproses draft Izin Usaha Hiburan dan
Rekreasi Insidentil untuk diteruskan kepada Kabid
Perizinan Jasa Usaha i L

Berkas

pencatatan dan
Resi

lhari Disposisi, Draft
Nomor dan Draft

Izin Hiburan &

Rekreasi

Insidentilr

6. Mengoreksi apabila ada kesalahan dikembalikan pada
Tim Teknis untuk diperbaiki dan apabila benar
memaraf draft Izin Usaha Hiburan dan Rekreasi

Insidentil dan meneruskan ke Kaban untuk

ditandatangani

T dak \f Disposisi, Draft
Nomor dan Draft

Izin Hiburan &

Rekreasi

Insidentil

20

menit

Draf Izin

Hiburan &

Rekreasi

Insidentil

7. Menandatangani Izin Usaha Hiburan dan Rekreasi
Insidentil dan meneruskan ke TU untuk diserahkan ke

pemohon .
•

Draf Izin Hiburan

& Rekreasi

Insidentil

lhari Izin Usaha

Hiburan &

Rekreasi yang
ditandatangani

Kaban

p
1 F

:ii;:>;' .i«. :/.T" danean Kabas.Huk B
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No. Kegiatan Pelaksana * MutuBaku Keterangan

Pemohon V.O FO Tim

Teknis

Kabid jasu Kaban TU Kelengkapan Waktu Output

a

8. Memberitahukan, Menyerahkan Izin Usaha Hiburan
dan Rekreasi Insidentil ke Pemohon, menerima resi

dan mengarsipkan •I

Izin Usaha

Hiburan &

Rekreasi yang
ditandatangani
Kaban

Resi

pengambilanlzin
Usaha Hiburan &

Rekreasi dan

Pengarsipan

9 Menerima Izinsetelah menyerahkan Resike petugas
TU M

Izin Hiburan &

Rekreasi

Insidentil

Izin Hiburan &

Rekreasi

Insidentil

diterima

Pem°h9n

1 Kasnbbag. i'erundanpa Kabig.nukun •-•:.. SaPD

4 A
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PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BADAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

KOTA BANJARMASIN

BIDANG PERIZINAN TERTENTU

DASAR HUKUM:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun

1962 Tentang Perdagangan Barang-
barang Dalam Pengawasan.

2. Kepres No. 3 Tahun 1997 Tentang
Pengawasan dan Pengendalian
Minuman Beralkohol.

3. Permendag RI No. 20/M-
DAG/PER/4/2014 Tentang
Pengendalian dan Pengawasan
Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan
Penjualan Minuman Beralkohol.

4. UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

5. Perda Kota Banjarmasin No.27 Tahun
2011 tentang Izin Pengawasan dan
Pengendalian Penjualan Minuman
Beralkohol di Kota Banjarmasin.

6. Perda Kota Banjarmasin No. 17 Tahun
2012 tentang Retribusi Izin Tempat
Penjualan Minuman Beralkohol.

7. Peraturan Walikota Banjarmasin No. 32
Tahun 2013 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Perda No. 27 Tahun 2011

tentang Pengawasan dan Pengendalian
Penjualan Minuman Beralkohol di Kota
Banjarmasin.

6. Peraturan Walikota Banjarmasin No. 54
Tahun 2014 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Perda No. 17 Tahun 2012
tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan
Minuman Beralkohol.

KETERKAITAN:

PERINGATAN:

Apabila tahapan SOP tidak dilaksanakan
dan rekomendasi teknis diterima tidak
tepat waktu maka penyelesaian izin tidak
sesuai dengan waktu yang ditentukan.

NOMOR SOP SOP- 027/BP2TPM

TGL.

PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL.

EFEKTIF

JUNI2016

WALIKOTA BANJARMASIN

DISAHKAN

OLEH
TTD

IBNU SINA

Surat Izin Usaha Perdagangan
NAMA SOP : Minuman Beralkohol (SIUP-

MB)

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Minimal SMA / Sederajat
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku
3. Mampu mengoperasikan komputer
4. Mampu bekerja sama dalam Tim
5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan

SOP

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. Meja Kursi Petugas
4. Lemari Arsip

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan
diarsipkan.

sebagai data elektronik dan

Dokumentasi Surat Izin Usaha Perdagangan
Minuman Beralkohol (SIUP-MB) yang

Kmibbag. PernntUngm | Kabs;. Hakum

A , 4
dikeluarkan.Krpili SK B
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SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL

(SIUP-MB)
No. Kegiatan Pelaksana MutuBaku Keterangan

Pemohon cs FO Tim

Teknis

SKPD

Teknis

TU Pencetak

SKRD

Kabid

Jintu

Kaban Kelengkapan Waktu Output

l. Mencari informasi SIUP-MB mW Informasi SIUP-

MB

Biaya Retribusi

2. Memberi informasi persyaratan, tata cara permohonan,
dan formulir SIUP-MB m Informasi SIUP-

MB

20 menit Persyaratan SIUP
MB

Waktu

penyelesaian
15 hari kerja
apabila
persyaratan

lengkap dan
benar

3. Mengisi formulir, mengajukan permohonan SIUP-MB
dilampiri persyaratan

|| Persyaratan

SIUP-MB

Berkas

permohonan
/\

4. Menerima dan memeriksa permohonan dan persyaratan,
apabila ada kesalahan/tidak lengkap maka berkas
dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi. Untuk yang
lengkap maka FOmenginput data ke komputer
(pemohon diberi resi penerimaan berkas) kemudian
berkas diserahkan pada Tim Teknis.

Tidak

A

Berkas

permohonan

20 menit Berkas

permohan yang
sudah diperiksa
FOYa

5. Memverifikasi berkas apabila lengkap dan benar
membuat surat tugas untuk melakukan
pemeriksaan lapangan dan pembuatan BAPbahan
rekomendasi SKPD Teknis

Tidak
\i

Berkas

permohan yang
sudah diperiksa
FO

4 hari Surat Tugas,

BAP, bahan

rekomendasi

6 Membuat rekomendasi teknis untuk menerima

atau menolak, kemudian diserahkan kembali

kepada Tim Teknis

Surat Tugas,
BAP, bahan

rekomendasi

7 hari Rekomendasi

Teknis

SKPD Teknis

terdiri dari

Disperindag
dan Dinas

Parlwisata

7 Menerima rekomendasi dari SKPDTeknis, apabila
ditolak diinformasikan kepada pemohon beserta
alasannya. Apabila rekomendasi menyetujui,
diberitahukan kepada TUagar menginformasikan
kepada pemohon untuk melakukan pembayararan
retribusi.

H

Rekomendasi

Teknis

1 hari pemberitahuan

•

8 Memberitahu pemohon untuk bayar retribusi ke Bank

gm
pemberitahuan 15 menit Pemberitahuan Paling lama 7 hari

kerja setelah

pemberitahuan,

(ika dibayar
dibuatkan SKRD

9 Membuat SKRD (apabila pemohon akan membayar) i•

Pemberitahuan

dan bukti resi

permohonan

15 menit SKRD

Kt •bbag. Pen ndangan Kibaj , 'dekum K piIaSKPD -tirj
>f~
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No. Kegiatan Pelaksana MutuBaku Keterangan

Pemohon cs FO Tim

Teknis

SKPD

Teknis

TU Pencetak

SKRD

Kabid

Jintu

Kaban Kelengkapan Waktu Output

^
10 Membayar di Bank dan menerima bukti bayar retribusi

untuk selanjutnya diserahkan ke Pencetak SKRD 4 U

SKRDyang telah
dicap lunas oleh
bank

30 menit SKRD yang telah
dibayar dan BAP

1

11 Menerima bukti pembayaran dan menyerahkan ke Tim
Teknis untuk membuatkan draft SK SIUP-MB •i

BAP dan Draft

Surat

Rekomendasi

SKPD Teknis

30 menit Surat

Rekomendasi,

Tanda Tangan

12 Membuat draft SK SIUP-MB

• •
SKRDyang telah
dibayar dan BAP

30 menit Draft SK SIUP-

MB
*•• ya

13 Meneliti SIUP-MB, jika setuju diparaf dan diteruskan ke
Kaban, jika tidak setuju didisposisi ke Teknis untuk
diperbaiki

Ticak

~|

Draft SK SIUP-

MB

60 menit Draft SK SIUP-

MB yang telah
diparaf Kabid**

14 Menandatangani SIUP-MB dan mendistribusikan ke TU
untuk ditindaklanjuti mh

Draft SK SIUP-

MByang telah
diparaf Kabid

2 hari SK SIUP-MB

Tanda Tangan

Kaban\ J

15 Pengarsipan dan penyerahan SKSIUP-MB gm SK SIUP-MB

Tanda Tangan
Kaban

15 menit SIUP-MB dan

Pengarsipan

16 Menerima SIUP-MB

dL SIUP-MB SIUP-MB

diterima

pemohon

[ IvAJubbg';. PeroBdanna

4
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PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BADAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

KOTA BANJARMASIN

BIDANG PERIZINAN TERTENTU

DASAR HUKUM:

1. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah

2. Perda Kota Banjarmasin No. 5 Tahun
2012 tentang Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi.

3. Perda Kota Banjarmasin No. 15 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Perda
Kota Banjarmasin No. 23 Tahun 2011
tentang Izin Pendirian Menara
Telekomunikasi.

KETERKAITAN:

1. SOP Pembuatan SKTU.

2. SOP Pembuatan 1MB

3. SOP Pembuatan HO

4. SOP Pembuatan Izin Prinsip

PERINGATAN:

Apabila tahapan SOP tidak dilaksanakan
dan rekomendasi teknis diterima tidak

tepat waktu maka penyelesaian izin tidak
sesuai dengan waktu yang ditentukan.

NOMOR SOP : SOP-028/BP2TPM

TGL.

PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL.

EFEKTIF

JUNI2016

WALIKOTA BANJARMASIN

DISAHKAN

OLEH

NAMA SOP

TTD

IBNU SINA

Izin Pendirian Menara

Telekomunikasi

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Minimal SMA / Sederajat
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku
3. Mampu mengoperasikan komputer
4. Mampu bekerja sama dalam Tim
5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan

SOP

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. Meja Kursi Petugas
4. Lemari Arsip

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai data elektronik dan
diarsipkan.

Dokumentasi Izin Pendirian

Telekomunikasi yang dikeluarkan.
Menara

'• • ::!Rnn
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IZIN PENDIRIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan

Pemohon CS FO Tim

Teknis

SKPD

Teknis

TU Pencetak

SKRD

Kabid

Jintu

Kaban Kelengkapan Waktu Output

l. Mencari informasi 1MB Menara

•E.
Informasi 1MB

Menara

Biaya

Retribusi

2. Memberiinformasi persyaratan, tata cara permohonan,
dan formulir 1MB Menara m

Informasi 1MB

Menara

20 menit Persyaratan 1MB

Menara

Waktu

penyelesaian
13 hari kerja
apabila
persyaratan

lengkap dan
benar

3. Mengisi formulir, mengajukan permohonan 1MB Menara
dilampiri persyaratan

Persyaratan
1MB Menara

20 menit Berkas

permohonan

4. Menerimadan memeriksa permohonan dan
persyaratan, apabila adakesalahan/tidak lengkap maka
berkas dikembalikanke pemohon untuk dilengkapi.
Untuk yanglengkap maka FO menginput data ke
komputer (pemohon diberiresi penerimaan berkas)
kemudian berkas diserahkan pada TimTeknis.

Tiiak

uh

Berkas

permohonan

20 menit Berkas

permohan yang
sudah diperiksa
FOYa

5. Memverifikasi berkas apabila lengkap dan benar
membuat surat tugas untuk melakukan
pemeriksaan lapangan danpembuatan BAP bahan
rekomendasi SKPD Teknis

T dak
\i

Berkas

permohan yang
sudah diperiksa
FO

3 hari Surat Tugas,
BAP, bahan

rekomendasi

6 Membuat rekomendasi untuk menerima atau

menolak penerbitan 1MB Menara

V Surat Tugas,
BAP, bahan

rekomendasi

6 hari Rekomendasi

Teknis

7 Menerima rekomendasi dari SKPDTeknis, apabila
ditolak diinformasikan kepada pemohon beserta
alasannya.Apabila rekomendasi menyetujui,
dibuatkan draft 1MB Menara untuk diteruskan ke
Kabid Perizinan Tertentu

• •

Rekomendasi

Teknis

1 hari rekomendasi,

Draft 1MB

Menara
•

8 Memberitahu pemohon untuk bayar retribusi ke Bank
• •

rekomendasi,

Draft 1MB

Menara

15 menit Pemberitahuan Palnglama7
hari kerja

setelah

pemberitahua
n, jika dibayar
dibuatkan

SKRD

•

9 MembuatSKRD (apabila pemohon akan membayar) Pemberitahuan

dan bukti resi

permohonan

15 menit SKRD

*
1 Ko5ubbag. PerafidsnEan Ksbag. llakum utpiliSKPD
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PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BADAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

KOTA BANJARMASIN

BIDANG PERIZINAN TERTENTU

DASAR HUKUM:

1. UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Perda Kota Banjarmasin No. 14 Tahun
2009 Tentang Bangunan Panggung.

3. Perda Kota Banjarmasin No. 2 Tahun
2012 Tentang Retribusi 1MB

4. Perda Kota Banjarmasin No. 15 Tahun
2012 Tentang 1MB

5. Perda Kota Banjarmasin No. 31 Tahun
2012 Tentang Penetapan, Pengaturan
Pemanfaatan Sempadan Sungai dan
Bekas Sungai.

6. Perda Kota Banjarmasin No. 6 Tahun
2013 Tentang Perumahan di Kota
Banjarmasin

7. Peraturan Walikota Banjarmasin no. 21
Tahun 2015 Tentang Garis Sempadan
Bangunan dalam Daerah Kota
Banjarmasin.

KETERKAITAN:

PERINGATAN:

Apabila tahapan SOP tidak dilaksanakan
dan rekomendasi teknis diterima tidak

tepat waktu maka penyelesaian izin tidak
sesuai dengan waktu yang ditentukan.

NOMOR SOP : SOP-029/BP2TPM

TGL.

PEMBUATAN
JUNI2016

TGL. REVISI

TGL.

EFEKTIF

WALIKOTA BANJARMASIN

DISAHKAN

OLEH
TTD

IBNU SINA

Izin Mendirikan Bangunan

NAMASOP : (1MB) Tidak Sederhana
(Klasifikasi Khusus)

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Minimal SMA / Sederajat
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku
3. Mampu mengoperasikan komputer
4. Mampu bekerja sama dalam Tim
5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan

SOP

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. Meja Kursi Petugas
4. Lemari Arsip

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai
diarsipkan.

data elektronik dan

Dokumentasi Izin Mendirikan Bangunan (1MB)
untuk Bangunan Usaha Klasifikasi Khusus yang
dikeluarkan.

Kajubba'.1. l.r .i'.iogan Kabag. Haknm
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IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (1MB) TIDAK SEDERHANA (Klasifikasi Khusus)

No. Kegiatan Pelaksana MutuBaku Keterangan

Pemohon CS FO Tim

Teknis

SKPD

Teknis

Kabid

Jintu

Kaban TU Pencetak

SKRD

Kelengkapan Waktu Output

l. Mencari informasi 1MB ^_ Informasi 1MB Biaya Retribusi

2. Memberi informasi persyaratan, tata cara permohonan,
dan formulir 1MB ail

Informasi 1MB 20 menit Persyaratan

1MB

Waktu

penyelesaian 15
hari kerja

3. Mengisi formulir, mengajukan permohonan 1MB
dilampiri persyaratan •

• Persyaratan 1MB 20 menit Berkas

permohonan•
4. Menerima dan memeriksa permohonan dan

persyaratan, apabila tidak lengkap/ada kesalahan maka
berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
Untuk yang lengkap maka diinput data ke komputer
[pemohon diberi resi penerimaan berkas) kemudian
berkas diserahkan pada Tim Teknis.

Tl lak

1 V

Berkas

permohonan
15 menit Berkas

permohan yang
sudah diperiksa
FOVa

5 Memverifikasi berkas apabila masih belum lengkap dan
benar dikembalikan kepada FO untuk diberitahukan
kepada pemohon beserta alasan. Apabila lengkap dan
benar mengirim berkas kepada Dinas Tata Ruang dan
Tata Bangunanuntuk meminta pertimbangan Teknis
TABG

Tii ak

JL
Berkas

permohan yang
sudah diperiksa
FO

30 menit Berkas

permohan yang
sudah diperiksa
Tim Teknis

^

6 Membuat pertimbangan Teknis TABG untuk menerima
atau menolak ir Berkas

permohan yang
sudah diperiksa
Tim Teknis

7 hari Pertimbangan
teknis

7 Melakukan peninjauan lapangan dan membuat BAP,
apabila tidak memenuhi persyaratan teknis
permohonan ditolak dan apabila BAPmenyatakan
memenuhi persyaratan dibuatpeta situasi / lokasi, dan
perhitungan retribusi 1MB untuk diserahkan kepada
Kabid Perizinan Tertentu

M
Pertimbangan

teknis

5 hari Surat Tugas,
BAP,

Perhitungan
Retribusi

8 Mendisposisi meminta persetujuan kepada Kepala
Badan ak Berkas yg

diverifikasi

Kabid Jintu

60 menit Draft Surat

Tugas

9 Memberikan disposisi persetujuan, diserahkan ke
Bagian TU

Draft Surat

Tugas
N

1 hari Draft Surat

Tugas diparaf
Kabid Jintu

r (junbbag. P< •acthngtn ::-:•;< •:,..-,.-,
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No. Kegiatan Pelaksana MutuBaku Keterangan

Pemohon CS FO Tim

Teknis

SKPD

Teknis

Kabid

Jintu

Kaban TU Pencetak

SKRD

Kelengkapan Waktu Output

T
10 Memberitahu pemohon untuk bayar retribusi ke Bank I•

Draft Surat

Tugas diparaf
Kabid Jintu

30 menit Surat Tugas

Tanda Tangan
Kaban•

11 Membuat SKRD (apabila pemohon akan membayar) gm
Surat Tugas
Tanda Tangan

Kaban

IS menit BAP Pembayaran

retribusi paling
lambat 7 hari

kerja sejak
pemberitahuan

12 Membayar di Bank dan menerima bukti bayar retribusi
untuk selanjutnya diserahkan ke Pencetak SKRD • •

SKRD 15 menit SKRDyang
telah dicap
lunas oleh bank• •

13 Menerima bukti pembayaran dan menyerahkan ke Tim
Teknis untuk membuatkan draft SK 1MB aj|

SKRD yang telah
dicap lunas oleh
bank

20 menit SKRD yang

telah dibayar
dan BAP

14 Membuat draft SK 1MB > i

A

SKRD yang telah
dibayar dan BAP

30 menit Draft SKIMB

15 Mengoreksidraft 1MB apabila ada kesalahan
dikembalikan pada Tim Teknis, apabila benar memaraf
dokumen Izin serta meneruskan ke Kaban untuk

ditandatangani

\'
Draft SK 1MB 60 menit Draft SKIMB

yang telah
diparaf Kabid

16 MenandatanganiSK 1MB dan mendistribusikan ke TU
untuk ditindaklanjuti

Draft SK 1MB

yang telah
diparaf Kabid

1 hari SKIMB Tanda

Tangan Kaban

17 Menyerahkan SK1MB \' SK 1MB Tanda

Tangan Kaban
15 menit 1MB dan

Pengarsipan

18 Menerima SK 1MB •>• f SKIMB

Kmibbag. Pernndaogan;• rercnaangM Kabig. Hakuin
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PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BADAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

KOTA BANJARMASIN

BIDANG PERIZINAN JASA USAHA

DASAR HUKUM:

l. UU No.

Publik

UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.

UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan
Jaminan Sosial.

UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah

PP No. 51 Tahun 2009 Tentang Kefarmasian
PP No. 101 Tahun 2012 Tentang Penerimaan
Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

Perpres No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan
Kesehatan

Permenkes No. 1464/Menkes/PER/X/2010
Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

10. Permenkes No. HK.02.02/Menkes/148/1/2010
Tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Perawat
sebagaimana telah diubah dengan Permenkes
No. 17 Tahun 2013.

11. Permenkes No. 2052/Menkes/PER/X/2011
Tentang Izin Praktik dan Penyelenggaraan
Praktik Kedokteran.

12. Permenkes No. 71 Tahun 2013 Tentang
Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan
Nasional.

13. Permenkes No. 75 Tahun 2014 Tentang Pusat
Kesehatan Masyarakat.

14. Perda Kota Banjarmasin No. 17 Tahun 2013
Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kota
Banjarmasin No. 7 Tahun 2009 Tentang
Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan
Perizinan Satu Pintu.

15. Peraturan Walikota Banjarmasin No. 32 Tahun
2016 Tentang Izin Penyelenggaraan PUSKESMAS
di Kota Banjarmasin.

25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan

KETERKAITAN:

PERINGATAN:

Apabila tahapan SOP tidak dilaksanakan
dan rekomendasi teknis diterima tidak
tepat waktu maka penyelesaian izin tidak
sesuai dengan waktu yang ditentukan.

NOMOR SOP : SOP-030/BP2TPM
TGL.

PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL.

EFEKTIF

JUNI2016

WALIKOTA BANJARMASIN

DISAHKAN

OLEH
TTD

IBNU SINA

NAMA SOP
Pelayanan Kesehatan pada
PUSKESMAS

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Minimal SMA / Sederajat
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku
3. Mampu mengoperasikan komputer
4. Mampu bekerja sama dalam Tim
5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan

SOP

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. Meja Kursi Petugas
4. Lemari Arsip

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai data elektronik
diarsipkan.

dan

Dokumentasi Izin Pelayanan Kesehatan pada
PUSKESMAS yang dikeluarkan.

fkmjbbag.Persndangin I Kabag.Hakcm
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IZIN PENYE( JGGARAAN PELAYANANKESEHATA. • i>ADA PUSKESMAS

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan

Pemohon CS FO Tim

Teknis

Kabid Jasu Kaban TU Kelengkapan Waktu Output

1. Mencari informasi Izin Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas

. • Informasi Izin Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan pada
Puskesmas

Biaya Rp 0,-

1

2. Memberi informasi dan persyaratan Izin
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada
Puskesmas

•
Informasi Izin Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan pada
Puskesmas

Informasi Izin Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan pada
Puskesmas dan persyaratan

Waktu 14 hari

kerja

3. Mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas

• • Informasi Izin Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan pada
Puskesmas dan persyaratan

Berkas permohonan

m,

4. Menerima dan memeriksa permohonan dan
persyaratan, apabila ada kesalahan/tidak lengkap
maka berkas dikembalikan ke pemohon untuk
dilengkapi. Untuk yang lengkap maka FO
menginput data ke komputer (pemohon diberi
resi penerimaan berkas) kemudian berkas
diserahkan pada Tim Teknis.

1 •

Berkas permohonan 20

menit

Berkas pencatatan dan Resi

Tidak
Ya

5. Memverifikasiberkas apabila lengkap dan benar
membuat surat tugas untuk melakukan
pemeriksaan lapangan dan pembuatan BAPbahan
rekomendasi SKPD Teknis

Tdak

Ya

Berkas pencatatan dan Resi 6 hari Surat Tugas, BAP, dan

Rekomendasi SKPD Teknis

6. Menerima rekomendasi dari SKPDTeknis, apabila
ditolak diinformasikan kepada pemohon beserta
alasannya. Apabila rekomendasi menyetujui,
dibuatkan draft Izin Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan pada Puskesmas untuk diteruskan ke
Kabid Perizinan Jasa Usaha.

Surat Tugas, BAP,dan
Rekomendasi SKPD Teknis

5 hari Rekomendasi, Draft Nomor
dan Draft Izin

Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan pada Puskesmas

7. Mengoreksi draft apabila ada kesalahan
dikembalikan pada Tim Teknis untuk diperbaiki
apabila benar memaraf draft Izin
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada
Puskesmas serta diteruskan ke Kaban untuk

V Rekomendasi, Draft Nomor

dan Draft Izin

Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan pada Puskesmas

1 hari Draft Izin Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan pada
PuskesmasI yang diparaf

Tidak
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No. Kegiatan ( Pelaksana Mutu Baku Keterangan

Pemohon cs Pu Tim

Teknis

Kabid Jasu Kaban TU Kelengkapan Waktu Output

o
8. Menandatangani Izin Penyelenggaraan Pelayanan

Kesehatan pada Puskesmas serta menyerahkan ke
TU untuk diserahkan ke Pemohon.

m\ Draft Izin Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan pada
Puskesmas yang diparaf

1 hari Izin Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan pada
Puskesmas yang
ditandatangani Kaban

9. TUmemeberitahukan pada pemohon untuk
pengambilan Izin Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan pada Puskesmas di loket penyerahan.

Izin Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan pada
Puskesmas yang
ditandatangani Kaban

Resi pengambilan Izin
Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan pada Puskesmas dan

Pengarsipan

H-

10. Menerima Izin Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan pada Puskesmas setelah menyerahkan
Resi ke petugas TU m

Izin Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan pada
Puskesmas

Izin Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan pada
Puskesmas diterima pemohon

WALIKOTA BANJARMASIN,^

Sism sina


